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RINGKASAN

Restu Danang Kusumastanto, 200&ngelolaan Alokasi Dana Desa Dalam
Kerangka Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Stii Pada Kantor
Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogp)Drs. Imam
Harjianto MAP, Drs. Trilaksono Nugraho MS, 100 drahn

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyaradgdran Republik
Indonesia sebagai negara kesatuan yang sangat amsreghkedudukan daerah
yang sekecil — kecilnya sampai dengan pemerintal,detuk itu perlu adanya
pengaturan yang mengatur tentang desa.

Oleh karena itu sangatlah tepat apabila pemeriRRapublik Indonesia
memberi perhatian yang sangat besar pada pembangiamg dilaksanakan
didaerah pedesaan, maka untuk itu perlu diadakamhausmeningkatkan
pendapatan desa.

Untuk dapat menulis skripsi tentang bagaimana Relagé Alokasi Dana
Desa Dalam Kerangka Anggaran Pendapatan Dan Bdlaga dalam
Pemerintah Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupatendjo, maka harus
diketahui terlebih dahulu kondisi Desa Kauman yadglah obyek studi atau
penelitian dari penulis ini

Dalam penelitian ini kami membahas tentang mashéjaimana peranan
alokasi dana desa dalam pengelolaan anggaran ape#ad belanja desa?
Bagaimana Pemanfaatan ADD dan sumber pendapatanydag efektif dalam
menunjang APBDes bagi pemanfaatan? Bagaimana Haktor yang
mempengaruhi? Sedangkan tujuan penelitiannya Untekgetahui Peranaan
Alokasi Dana Desa dalam pengelolaan Anggaran d&petdn Belanja Desa,
Mengetahui Pemanfaatan ADD dan sumber pendapatny@dang efektif dalam
menunjang APBDes bagi pemanfaatan, Untuk mengetedktor-faktor yang
mempengaruhi. Diharapkan dalam penelitian ini dapamnberi kontribusi pada
Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogpaydara lain sebagai
berikut, akademis, penelitian dapat digunakan sabagahan informasi
pendahuluan bagi penelitian serupa dimasa mendasazg sebagai bahan
perbandingan bagi peneliti dimasa lalu dan masa kiaskipun dari sudut
pandang berbeda. Praktis, penelitian ini dapat neeidn sumbangan pemikiran
dalam upaya masalah yang sedang dihadapi, selnpgdibagi pemerintah untuk
lebih meningkatkan pendapatan pemerintah desa unélalggaran Penerimaan
dan Pengeluaran desa secara efektif bagi kelangsupgmbangunan semua
sektor desa Kauman

Kemampuan mengerahkan atau meningkatkan pendagedanhal ini akan
mengefektitkan dan mengefisienkan dalam mensegdar masyarakat. Untuk
dapat meningkatkan pendapatan pemerintah desé&ugrseaka dalam Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang PemerintahamaBa#usahakan untuk
memperkuat pemerintah desa dapat meningkatkan pataga desa guna
membiayai kegiatan rutin pembangunan.



SUMMARY

Restu Danang Kusumastanto, 200@nagement of Allocation of Countryside
Fund In Revenue Plan Framework And Countryside Shoping ( Study At
Countryside Office Kauman District Kauman Sub-Province Ponorogo) Drs.
Imam Harjianto MAP, Drs. Trilaksono Nugraho MS, 1p@ges

In the effort increasing prosperity of Republiciefionesia state public as a
real unity state respects position of area whichsesll the so small up to
government of countryside, for the purpose needstence of arrangement
arranging about countryside.

Therefore very acurate if republic government afdnesia give a profound
interest at development executed rural areas, himcthe purpose need to be
performed business to increase countryside earnings

To be able to write skripsi about how ManagementAtibcation of
Countryside Fund In Revenue Plan Framework And @gside Shopping at the
Government of Countryside Kauman District Kaumarb-Buovince Ponorogo,
hence having to known beforehand condition of Ciside Kauman which is
research object from writer

In this research we study about problem how role allbcation of
countryside fund in management of countryside egperevenue plan? What
Exploiting of ADD and source of earnings whic etfee countryside in
supporting APBDes for exploiting? What is Influemgifactors? While purpose of
its research is to knows Role of Allocation of Coyside Fund in management of
Countryside Expense Revenue Plan, to knows Expipitf ADD and source of
earnings of effective countryside in supporting AREB for exploiting, To know
influencing factors. Expected in this research giae contribution at Countryside
Office Kauman District Kauman Sub-Province Ponoreguach for example as
follows, academic, research serve the purpose @drnmation material of
antecedent for research of similar period to comasocomponent of comparison
for researcher past and present day though fromaspect of approach differs in.
Practical, this research can give contributiondefai in the effort problem is being
faced, as input to government to be more increasesings of government of
countryside through countryside Revenue and ExpemdBudget effectively for
continuity of development of all countryside sestauman.

Ability mobilizes or increases countryside earninghkis thing will
streamline and efficient in secure and prosperdymiblic. To be able to increase
earnings of government of the countryside, hencRote Number 22 The year
1999 about Goverment of Area laboured to strenggoe@rnment of countryside
can increase earnings of countryside to finanagigcof development routine.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohiim

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada®LSWT, pemilik dan
penguasa alam semesta. Alhamdulillah, segala mgi BALLAH SWT atas
berbagai karunia yang tak terhitung jumlahnya. Rengn-Nya akhirnya penulis
berhasil menyelesaikan skripsi yang diajukan unto&menuhi syarat dalam
memperoleh gelar Sarjana lImu Administrasi Publikd@ Fakultas [Imu

Administrasi Universitas Brawijaya.

Ucapan terimakasih penulis haturkan kepada berb@aipak yang telah
memberikan motivasi, semangat dan bantuan sehsiggassi ini berhasil penulis

selesaikan, antara lain :

Ayah dan Bunda tercinta.
Bapak Drs. Imam Hardjanto, MAP., selaku dosen parbbig satu.
Bapak Drs. Trilaksono Nugroho. MS, selaku dosenlperbing dua.

SN

Segenap Dosen, karyawan dan karyawati Fakultas Ikdministrasi

Universitas Brawijaya.

5. Bapak Sunyoto., selaku Kepala Desa Kauman Kecam&tanman
Kabupaten Ponorogo.

6. Segenap karyawan dan karyawati Kantor Desa Kaumagcardatan
Kauman Kabupaten Ponorogo.

7. Teman-temanku Hendra,Indri, Anda, Roni, terimakasds segala bantuan
dan dukunganya.

8. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu

Selanjutnya skripsi ini penulis harapkan bisa difaatkan sebagai referensi
bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian ganta. Skripsi ini bukanlah
sesuatu yang sempurna. Penulis memberikan kesempaizk saran dan kritikan

sebagai usaha untuk memperbaiki kekurangan kekamnayegng mungkin ada.

Malang, Juni 2009

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman
MO N'QY. S o L 1NN el B ENC. AL NS AS P [
TANDA PENGESAHAN . ..ottt il
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI . ..coovviiiiiiiiiee e iii
RINGKASAN ... ifheineiee e agagP. i "SR T e e iv
S U1 N P Y
KATA PENGANTAR .ot e e e e e ean s e e et e s annn e eeennneeee) Vi
AN I o ] TR Vii
DAFTAR TABEL ....utiiiiiiiiiei i et imms e teeeasa kb beeaeesannsbanaeeesaannnssenasas iX
DAFTAR GAMBAR .ottt e e ettt e e e e e aaa e e e enans X
DAFTAR LAMPIRAN ...ttt e e et e e s s e ab e e e e ennaes Xi
BAB I.  PENDAHULUAN ...t e e e a e eaan s 1
A. Latar BelaKang ........cccoooiiiiiiiiiie it s eeeaeeeeeeeeaasannnnnnasnaaaaaeaes aes 1
B. Perumusan Masalah ...............oiiiiecceniie s e 6
C. Tujuan Penelitian.............uuuueiii e i ene 8
D. Kontribusi Penelitian ...........c..ooiiiiiiiiiiii e eeeeeeeeiien e 8
BAB Il. TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian DESA ..........ccouvuuuriunnnmmmmmmneeieeeeeeesessssssnnnnnnaaaaaaaaaaes aes 10
B. Pemerintahan DESa ........ccuuuuuuuunniiiimiiiiiiiiiinanaaaaeeeaeaeaaaeeeees oo 21
C. Pembangunan DESa ............uuuuuuiiiiieieiiieieiiiiiiiiinaaaaaaeeeeeeaaaeeees 25
D. Pendapatan DESa ..........cceceieiiieieicemmemamsaesaeaaaaeaaseessessnssnnnnnnnnnnns 27
E. Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa..................... 39
F. ADD Dalam Menunjang APBDES. ........ccoooiiiiiiiiiiiiiiiiie e 41
BAB Illl. METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian ............iioiniiiiii e eeeeeiiiane e 43
B. Fokus Penelitian .......cooviiimmmimimmsmmmsiiiiiiiiii e 44
C. Lokasi dan Situs Penelitian ............. e eeeerenensnnsniiiiiiiinnneee 45
D. Jenis dan SUMbEr Data ...........cc.uuee e e e e e 45
E. Tehnik Pengumpulan Data .............coooeimiiiiiiiiinneeeeeeeeceeeiiies 45
F. Instrumen Penelitian .............ueueiieeceeiii e 46



G ANALISIS DaAta ..vuieieeeeeee e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aenaens 46

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

ARV ETE I LEIEEL AR Bt R\ =) RASFANY SN M ) 48
1. Gambaran Umum Desa Kauman..........ccccooeeeeeeeeeeeeeieininnnnnns 48
(2) Letak geografiS.....cceeeene i 48
(b) Keadaan penduduk...........ccccooereerieieereiiiiiiiiien e eeeeeeee 49
(C) POENSI HBSA....uuuuuiiieiiiee ettt 52
(d) Susunan organiSasi deSa...........occeeeeeeeirieeeeeeeeeeereeeeeeeiaens 52
(e) Pendapatan desa oleh pemerintah desa........................ 57

B. Data Fokus Penelitian
1. Peranan Alokasi Dana Desa Dalam Pengelolaan APBDes 68
(a) Bantuan Alokasi Dana Desa ...........ccceeeeeeeiiiieeieeeiiiiiiis 76
(b) Pembahasan Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang
APBDes Dalam Pembangunan Desa Kauman............. 77
(c) Penetapan Alokasi Dana Desa dalam APBDes............ 90
2. Pemanfaatan ADD dan Sumber Pendapatan DageEfaktif
dalam menunjang APBDes
(a) Pemanfaatan bagi masyarakat...........ccceeeeceeeeeeiveeeennnnnnn. 96
(b) Pemanfaatan bagi aparat Desa ........ccmmmmeeeeeeeeiennnnnnn. 96
C. Faktor-faktor yang mempengaruhi

(a) Faktor kendala-kendala atau penghambat.................... 96

(b) Faktor-faktor pendukung ............cccoiccceeeee e ee e 97
D. Analisa Data
1. Peranan ADD dalam pengelolaan APBDeS ............cceeeene... 97
2. Pemanfaatan ADD dan Sumber Pendapatan Desd=jakiif
dalam menunjang APBDES ..........cccooviiiiieeeeiiiiieeee e, 99

BAB V. PENUTUP
A.KesSImPpuUIaN.......c.eiiiiiii e eesi e s ienen s eeaineeenee 0103

Vi



DAFTAR TABEL

Tabel Keterangan Halaman
1 Mata Pencaharian Penduduk Desa Kauman 50
2 Pendidikan Penduduk Desa Kauamn 51
3 Tingkat kehadiran anggota BPD dalam rapat 58
4 Susunan BPD Desa Kauman 59
5 Penyuluhan Desa Kauman 66
7 Rencana Penerimaan Tahun 2007 71
8 Penggunaan ADD Desa Kauman 99

Vii




DAFTAR GAMBAR

Gambar

Keterangan

Halaman

Susunan organisasi Dan Tata Kerja pemerintahan Des
Kauman Kecamatan Kauman

‘et

Pengelolaan Proses APBDes

93

viii




DAFTAR LAMPIRAN

No Judul

1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Dalam Bab Xi P88alll
Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

2 Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 PemerintaharaDaer

3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Penedantdbesa
Dan Kelurahan

4 Curiculum Vitae




BAB |
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Pembangunan nasional yang sedang giat—giatnyasdilakan oleh negara

Indonesia dewasa ini adalah untuk mewujudkan makgaradil makmur, baik
secara materiil dan spirituil berdasarkan Pancaddla Undang-Undang Dasar
1945. Sementara orang berpendapat bahwa pembangen@ata-mata adalah
pembangunan bidang ekonomi, padahal tujuan sebenadalah untuk mencapai
tujuan pembangunan Nasional yaitu masyarakat adilndakmur. Kita tidak bisa
membangun salah satu bidang saja, tetapi semuagbtdasebut harus berjalan
seiring supaya masyarakat adil makmur bukan haepatas cita-cita. Hal ini
penting sebab jika tidak demikian maka akan terf@dimpangan-ketimpangan
sosial yang pada akhirnya menghambat proses pemntamgu sendiri.

Sebagai suatu organisasi, pemerintah diharapkark unéncapai satu tujuan

atau lebih yang telah ditetapkan. Salah satu tujpamerintah adalah

keberhasilan pembangunan desa yang mempunyai dategsdap taraf

hidup dan kesejahteraan masyarakat. Masalah pembamglesa merupakan

satu hal yang penting karena hal ini sering dijadikolok ukur untuk menilai

kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaanstygekok dari unit

organisasi/instansi yang memberikan pelayanan.utamtakan keberhasilan

pembangunan desa merupakan sesuatu yang tidakkierel lagi seiring

dengan perjalanan waktu dan perkembangan zamamildipengaruhi oleh

gaya hidup masyarakat yang semakin kritis dalamilmesesuatu termasuk

juga yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangdesa yang

diselenggarakan oleh pemerintah.

Secara historis desa merupakan cikal bakal terkaygumasyarakat politik
dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negareenbentuk. Struktur
sosial sejenis desa, masyarakat adat dan laingaelya telah menjadi
institusi sosial yang mempunyai posisi sangat pgntiDesa merupakan
institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiatiat hukumnya sendiri serta

relatif mandiri. Hal ini antaralain ditunjukkan dgam tingkat keragaman yang



tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsag paling

kongkret.

Sejalan dengan kehadiran Negara modern, kemanditzan kemampuan
masyarakat desa mulai berkurang. Kondisi ini sarkgett terlihat dalam
pemerintahan orde baru yang berjalan berdasarkaiangaUndang Nomor 5
tahun 1979 dengan melakukan sentralisasi, birgasitidan penyeragaman
pemerintahan desa, tanpa menghiraukan kemajemulegrdan pemerintahan
asli. Undang-undang ini melakukan penyeragamanrgetsional. Spirit ini
kemudian tercermin dalam hampir semua kebijakanep@tah pusat yang

terkait dengan desa.

Proses reformasi politik dan pergantian pemerintafzang terjadi pada tahun
1998. Telah di ikuti dengan lahirnya Undang-Undalagmor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah yang mencabut UndadgrAgnNomor 5
Tahun 1979 tentang pemerintahan Desa dan Keluralsatanjutnya
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2nraBa9 dalam Bab
XI pasal 93-111 tentang penyelenggaraan Pemerimtdbsa dan PP Nomor
76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan ema&nglesa
menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, perarta senasyarakat,
pemerataan dan keadilan serta memperhatikan padenskeanekaragaman
daerah. Dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 22 TalR®®, bentuk
pemerintahan desa terdiri atas Pemerintahan DesaBddan Perwakilan
Desa dimana Pemerintahan Desa terdiri atas Kepada Dan perangkat desa
(sekdes, bendaharwan desa, kepala seksi dan ldemala), sedangkan Badan
Perwakilan desa (BPD) sesuai Pasal 104 adalah Wekiluduk desa yang
dipilih dari dan oleh penduduk desa yang mempufwagsi mengayomi adat
istiadat, membuat peraturan desa dan mengawasi elgaggaraan
pelaksanaan pemerintahan desa. Untuk itu BPD daal&é&esa menetapkan
Peraturan Desa (Perdes). Dalam melaksanakan tagdsedajibanya, Kepala
Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD oheelaporkan

pelaksanaan tugasnya pada Bupati.



Kewenangan desa mencakup kewenangan yang sudabeettsarkan hak
asal-usul desa. Kewenangan yang oleh peratruramgeng-undangan yang
berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemfrirderta tugas

pembantuan dari pemerintah, pemerintah proping& pemerintah kabupaten.
Dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan ddsh diatur dalam

Pasal 107 tentang sumber keuangan desa terdiripdadapatan asli desa,
bantuan dari pemerintah kabupaten, pemerintah msbdan pemerintah serta
sumber penerimaan pinjaman desa serta sumber-syrebdapatan yang
lain. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi; hashha desa, kekayaan
desa, swadaya dan partisipasi serta gotong royangodndapatan lain yang
sah. Sementara itu yang dimaksud bantuan dari paEter kabupaten

meliputi bagian dari perolehan pajak dan retribdeseérah serta bagian dari
dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Symehdapatan desa
sebagai mana tersebut diatur dan dikelola dalamgamagn dan Pendapatan
Desa (APBDes)yang setiap tahunnya ditetapkan odglal desa bersa BPD
yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Desa.

Dalam prespektif UU Nomor 72 Tahun 2004 tentang étértah daerah,
keberadaan desa dari legal aspect belum dapat gakudari pemerintah.
Namun demikian pemerintah desa masih dapat berdafagan angin segar
yang diberikan oleh pemerintah karena dalam Undémdang tersebut
sumber pendapatan desa yang menjaul)(bagi jalanya roda pemerintahan

desa yang semakin jelas.

Apabila melihat sisi keuangan desa dari sisi pidgpé&ndang-Undang
Nomor 5 Tahun 1974 sampai dengan Undang-Undang Nagm®ahun 1999,
pemerintah belum berpihak sepenuhnya atau atalk trdamperhatikan
kebutuhan keuangan desa karena sumber pendapaandde Pemerintah
Daerah diberikan dalam jumlah yang sama dan tidakiadikator-indikator
yang di jadikan pedoman untuk memberikan bantuaa gada desa. Padahal
ada beberapa hal yang menyebabkan desa membutddwkaryang memadai,

yaitu :



1. Desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapsata sangat
tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula.

2. Kesejahteraan masyarakat desa rendah sehingga lzagit desa
mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi.

3. Masalah diikuti oleh rendahnya dan operasional desak menjalankan
pelayanan.

4. Tidak kalah penting bahwa banyak program pembanmgumasuk
kedesa, tetapi hanya dikelola oleh dinas. Prograamasam itu
mendulang kritikan karena program tresebut tidaknberikan akses
pembelajaran bagi desa, dan program tersebut d&ersfp down

sehingga tidak sejalan dengan kebutuhan desa deyaraiatnya.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20£4akin
memperjelas kedudukan keuangan desa dalam hal sipebhdapatan desa
yaitu tidak berupa bantuan lagi namun ada bagiana dgerimbangan
keuangan pusat dan daerah yang diterima kabuplat¢és Dalam perturan
pemerintah yang mengatur desa-punya itu Peratueamefntah Nomor 72
Tahun 2005 makin memperjelas kedudukan keuangansa diengan
menyebutkan presentase bagi hasil. Dalam perattgesebut dijelaskan
bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daanghdyterima oleh
kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk tma dibagikan secara

proporsional yang di sebut sebagai Alokasi DanaaBD)

Kebijakan ADD sangat relevan dengan prespektif yaremempatkan
desa sebagai basis partisipasi. Prespektif iija&rdari pengalaman historis
dan empiris bahwa desa telah menjalankan fungsiepagaself governing
community Desa mempunyai pengalaman panjang didalam merayeykén
pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan wargBega. juga memiliki
sumberdaya lokal yang dapat menjamin berjalannyaepatahan. Tidak
kalah penting desa juga langsung berhadapan dengayarakatnya. Potensi
partisipasi yang tinggi dari warga juga dapat dhuhtkan karma
masyarakatnya mempunyai modal sosial yang tinggikumendukung dan

mengontrol jalannya pemerintahan. Oleh karenanbgam ADD merupakan



program yang memfokuskan kepada dua kegiatan, paityelenggaraan desa
dan pemberdayaan masyarakat. Dengan rincian 408k petmerintahan desa
dan 60% untuk pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No80&/3172/SJ

yang menjadi landasan pemikiran ADD adalah :

1. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tabh tBntang
Pemerintahan Daerah, Daerah memiliki kewenangan buaimn
kebijakan-kebijakan tentang desa, terutama dalammbeg pelayanan,
peningkatan, peranserta, peningkatan prakarsa darbgydayaan dan

pemberdayaan desa yang ditujukan bagi kesejahtaragyarakat.

2. UU No. 33 Tahun 2004 tantang perimbangan keuangaiaraa
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menegakkawa
keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk indehgidan
meningkatkan kualitas kehidupan mayarakat dalamyaipaemenuhi

kewajiban daerah.

3. Hasil penelitian Tim Studi Alokasi Dana Desa di &&pa Kabupaten
menunjukkan bahwa pelaksanaan alokasi dana deahmapingkatkan
peran pemerintah desa dalam memberikan pelayamapestaberdayaan

masyarakat.

4. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejanterasyarakat
desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasikpdgerah dan
retribusi daearah Kabupaten/Kota, dan bagian damiadoerimbangan

keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Ké&dn/gata.

5. Perolehan bagian keuangan desa dari Kabupatenyléataselanjutnya
disebut Alokasi Dana Desa (ADD).

6. Pemberian alokasi dana desa merupakan wujud é@amepuhan hak
desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumiuliverkembang

mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri bendkasa keaneka



ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisaamn hemberdayaan
masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarad@dran Republik
Indonesia sebagai negara kesatuan yang sangat ansraghkedudukan daerah
yang sekecil — kecilnya sampai dengan pemerintal,detuk itu perlu adanya
pengaturan yang mengatur tentang desa.

“ Desa adalah kesatuan masyarakat termasuk didgéamn
kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai sususkn a
berdasarkan hak asal — usul yang bersifat istimssi@gaimana
dimakasal 18 UUD 1945 “.

Sedangkan menurut W. J. S. Poerwadarminta membepisagertian desa

“ Sebagai sekelompok rumah diluar kota yang merapak
kesatuan, kampung (iluar kota) atau dusun atau (a#ilam arti
daerah pedalaman sebagai lawan kota) “.

Dari uraian teori-teori tersebut menurut penulisadadalah

“ Suatu tempat yang didiami aleh sekelompok oraran d
mempunyai organisasi pemerintahan sendiri sesugjagtesituasi

dan kondisi desa serta mempunyai wewenang dan ikanaj
untuk mengatur dan mengurus desanya sendiri “.

Dari pendapat-pendapat tersebut diatas disimpulkhwa desa adalah

“ Suatu wilayah atau tempat tinggal yang dihunieteipok
orang sebagai kesatuan masyarakat hukum dan memipuny
organisasi pemerintahan serta berhak untuk merygdeakan
rumah tangganya sendiri “.

Oleh karena itu sangatlah tepat apabila pemeriRRapublik Indonesia
memberi perhatian yang sangat besar pada pembangiamg dilaksanakan
didaerah pedesaan, maka untuk itu perlu diadakamhausmeningkatkan
pendapatan desa.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis mngountuk meneliti
tentang’ Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Kerangk Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)



B.

PERUMUSAN MASALAH
Pendapatan asli daerah dan bantuan dari pemersdabat diharapkan
sebagai sumber dana yang utama dalam pembiayaareripgth dan
pelaksana pembangunan yang dipercayakan pengelgldepada Kepala

Desa dan perangkatnya.

Untuk lebih mudah memahami terhadap permasalahag wg&an diteliti
terlebih dahulu penulis mengemukakan apa yang diothkdengan

permasalahan itu.

Menurut Winarno Surachman dalam bukunya “ Dasar Deimik Reseach,

Pengantar Metodologi limiah 1987 “ mengatakan baimaaalah adalah :

Masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkaumsien untuk
memecahkannya. Masalah harus dapat dirasakan selagtu
tindakan yang pasti dilalui atau menampakkan @icesa jelas sebagai
tantangan karena itu dapat dikatakan bahwa magaftai benar-benar
dipermasalahkan dalam penyelidikan mempunyai uassw yang

menggerakkan kita untuk membahasnya.

Dengan melihat kondisi sosial ekonomi masyarakatgyaemakin
meningkat maka desa harus tanggap terhadap kemdaraperkembangan
tersebut. oleh karena itu pemerintah desa harugpaga untuk meningkatkan

pendapatan asli desa itu sendiri.

Untuk itu, penelitian ini melukiskan upaya pemecaimaasalah untuk
memberi jawaban terhadap masalah-masalah atauny&sta yang muncul,
disebabkan karena dorongan rasa ingin tahu sel@adaenggunakan akal
pikiran terus berupaya agar dapat memecahkan masaag berkaitan

dengan apa yang dipertanyakan atau yang menjadiahas

Dalam suatu pemerintah desa untuk dapat melaksanakgman
pendapatan desa melalui APBDes juga tidak dapait Idari masalah yang
ada diakibatkan adanya dinamika pelaksanaannya.

Masalah merupakan suatu kesulitan, hal ini menggara manusia

untuk segera dapat memecahkannya, karena masalbhriis dirasakan dan



dilihat agar rintangan harus dilalui dengan jalaammcahkan masalah ini agar

mencapai tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan wuraian diatas, maka perumusan masalaluapat

dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Peranaan Alokasi Dana Desa dalam lpé&age Anggaran
Pendapatan Belanja Desa?
a. Peranaan Alokasi Dana Desa dalam APBDes
b. Pembahasan Alokasi Dana Desa dalam APBDes
c. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam APBDes
2. Bagaimana Pemanfaatan ADD dan sumber pendapatan yang efektif
dalam menunjang APBDes bagi pemanfaatan?
a. Pemanfaatan bagi masyarakat
b. Pemanfaatan bagi aparatur desa
3. Bagaimana Faktor-faktor yang mempengaruhi?
a. Faktor kendala-kendala atau penghambat
b. Faktor pendukung

TUJUAN DAN KONSTRIBUSI PENELITIAN
Tujuan Penelitian
Dalam melaksanakan suatu kegiatan apapun bentukigydu
mempunyai suatu tujuan tertentu yang hendak dicdpagitu pula dalam
kegiatan penelitian dalam rangka penulisan Skripsijuga mempunyai

beberapa tujuan :

1. Untuk mengetahui Peranaan Alokasi Dana Desamdglangelolaan
Anggaran Pendapatan Belanja Desa?
a. Peranaan Alokasi Dana Desa dalam APBDes
b. Pembahasan Alokasi Dana Desa dalam APBDes
c. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam APBDes
2. Mengetahui Pemanfaatan ADD dan sumber pendapissa yang efektif
dalam menunjang APBDes bagi pemanfaatan?
a. Pemanfaatan bagi masyarakat

b. Pemanfaatan bagi aparatur desa



3. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempeng&ruhi
c. Faktor kendala-kendala atau penghambat
d. Faktor pendukung

2. Kontribusi Penelitian

Diharapkan mempunyai makna sebagai berikut :

a. Akademis, penelitian dapat digunakan sebagai bahd@ormasi
pendahuluan bagi penelitian serupa dimasa mendatang sebagai
bahan perbandingan bagi peneliti dimasa lalu dasankani meskipun
dari sudut pandang berbeda.

b. Praktis, penelitian ini dapat memberikan sumbangamikiran dalam
upaya masalah yang sedang dihadapi.

c. Sebagai input bagi pemerintah untuk lebih menirgkatpendapatan
pemerintah desa melalui Anggaran Penerimaan dageReman desa

secara efektif.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Desa
|. Pengertian Desa

Istilah Desa berasal dari bahasa Sansekerta yestu glang artinya tanah
kelahiran atau tanah tumpah darah. Desa dapaikdm@rsebagai suatu bentuk
kesatuan administrative yang terletak diluar kBt@esa menjadi tempat penduduk
berkumpul dan hisup bersama agar dapat memperi@hanielangsungkan, dan
mengembangkan kehidupan mereka.

Menurt Taliziduhu Ndraha (1984,h.3) pengertian resentang desa
menurut Undang-Undang adalah :
UU nomor 5 tahun 1979

Desa ialah suatu wilayah yang ditempati oleh seghnplenduduk sebagai
kesatuan masyarakat, termasuk didalamnya kesatw@emyamakat hokum yang
mempunyai organisasi pemerintahan terendah langslipgwah camat dan
berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiamdakatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

UU Nomor 22 Tahun 1999

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang merkékenangan
untuk mengatur dan mengugrus kepentingan masyasstampat berdasarkan
asal-usul dan adat istiadat setempat yang diaklandaystem Pemerintahan
Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Ini bedata merupakan suatu
pemerintahan yang mandiri yang berada didalam System Pemerintahan
Nasional dalam wadah Negara Kesatuan republik kesian

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1888ang

Pemerintahan Desa pasal 1 huruf a disebutkan batdesa adalah suatu wilayah
yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai &atatuan masyarakat
termauk didalamnya masyarakat hukum yang mempungaganisasi
pemerintahan terendah langsung dibawah camat”.

Selanjtunya dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 yang dsmdidengan desa
adalah kesatuan masyarakat hokum yang memilikisbztas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingasyarakat setempat,
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempgtdrakui dan dihormati dalam

system pemerintahan Negara Kesatuan republik Irsione

10
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Dengan demikian desa sebagai suatu bagian daensysemerintahan
Negara Kesatuan republik Indonesia yang diakui mtonya dan kepala desa
melalui pemerintahan desa dapat diberikan penugasardelegasian dari
pemrintahan ataupun pemerintahan daerah untuk salakan urusan
pemerintah tertentu.Landasan pemikiran dalam pargatmengenai desa adalah
keanegaraman, partisipasi, otonomi asli, demolasitisdan pemberdayaan
masyarakat.

Desa dapat dibentuk, dihapus, dan digabung dengamperhatikan asal-
usul atas prakarsa masyarakat dengan persetujuaerriRah Kabupaten dan
DPRD. Istilah desa disesuaikan dengan kondisi mdagsyarakat setempat
seperti nagari, kampung, huta, bori, dan marga. adalpembentukan,
penghapusan dan penggabungan desa perlu dipergk@aluas wilayah, jumlah
penduduk, sosial budaya, potensi desa, dan lain-lai

Beberapa teori dan argumen mengenai aspek-aspekagaman desa
antara lain aslah sebagai berikut :

1. Argumen historis

Pertama, Desa-Desa yang beragam di seluruh Indorssgak dulu
merupakan basis penghidupan masyarakat setempaf,ngtabenemempunyai
otonomi dalam mengelola tatakuasa dan tatakelals p¢nduduk, pranata lokal
dan sumberdaya ekonomi.

Pada awalnya Desa merupakan organisasi komunit&al Igang
mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejump&aiduduk, dan mempunyai
adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. ldniyang disebut dengaself-
governing communitySebutan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukwm ba
dikenal pada masa kolonial Belanda. Desa pada uryaimmempunyai
pemerintahan sendiri yang dikelola secara otononmpaaikatan hirarkhis-
struktural dengan struktur yang lebih tinggi. Dintatera Barat, misalnya, nagari
adalah sebuah “republik kecil” yang mempunyai peémt&han sendiri secara
otonom dan berbasis pada masyaradef{governing community

Desa-Desa di Jawa sebenarnya juga menyerupai ‘liefaeil”, dimana
pemerintahan Desa dibangun atas dasar prinsip lket¢dauakyat.Trias politica

yang diterapkan dalam negara-bangsa modern jugeapian secara tradisional
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dalam pemerintahan Desa. Desa-Desa di Jawa, méngemdn (kepala Desa)
beserta perangkatnya sebagai badan eksekutif, Basatfembug Despsebagai

badan legislatif yang memegang kekuasaan tertinggita Dewan Morokaki
sebagai badan yudikatif yang bertugas dalam bidsergdilan dan terkadang
memainkan peran sebagai badan pertimbangan bagkwks (Soetardjo

Kartohadikoesoemo, 1984).

Kedua, secara historis, semua masyarakat lokakddinesia mempunyai
kearifan lokal secara kuat yang mengandung rohkgman, keseimbangan dan
keberlanjutan, terutama dalam mengelola sumberddgen dan penduduk.
Diantara kearifan-kearifan lokal tersebut, ada baiee aturan hukum adat yang
mengatur masalah pemerintahan, pengelolaan sunylerdabungan sosial, dan
seterusnya. Pada prinsipnya aturan lokal itu diondkasn untuk menjaga
keseimbangan dan keberlanjutan hubungan antar madas hubungan antara
manusia dengan alam dan Tuhan.

2. Argumen filosofis-konseptual

Pertama, Secara filosofis jelas bahwa sebelum pataerintahan di
atasnya ada, Desa itu lebih dulu ada. Oleh karenaabaiknya Desa harus
menjadi landasan dan bagian dari tata pengaturaenpgahan sesudahnya. Desa
yang memiliki tata pemerintahan yang lebih tuaaseénya juga menjadi ujung
tombak dalam setiap penyelenggaraan urusan peafamt pembangunan dan
kemasyarakatan.

Kedua, mengikuti pendap®rof. Mr J de Louter, seorang ahli tata negara
Belanda dan F. Laceulle dalam suatu laporannya yaegyatakan bahwa
bangunan hukum Desa merupakan fundamen bagi tati@bglonesia (Sutardjo,
1984 39). Artinya bahwa bangsa dan negara sebgnaenetak di Desa, maka
pengaturan Desa dalam Undang-Undang adalah saegalesak karena jenis dan
hierarki peraturan perundang-undangan ini akan ntekan luasnya jangkauan
pengaturan mengenai Desa. Artinya pengaturan diladang-Undang ini akan
menentukan pula maju mundurnya Desa yang beringpligada pemerintahan
yang ada di atasnya.

Otonomi dan demokrasi Desa yang akan dibingkai aemgdang-undang
tentang Desa bukan sekadar perkara kelembagaatasensainkan mempunyai
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dasar filosofis yang dalam. Kita membutuhkan bangsa mandiri-bermartabat,
butuh negara (pemerintah) yang kuat (berkapasitam Hertenaga) dan
demokratis. Upaya penguatan otonomi daerah danndato Desa” menjadi
bagian dari cita-cita itu, sekaligus hendak membangajinasi Indonesia yang
kuat dan sempurna, yang melampoeyond sentralisme dan lokalisme. NKRI
akan menjadi lebih kuat bila ditopang oleh kedamatakyat serta kemandirian
lokal (daerah dan Desa), yakni pusat yang “mengiiatgkal dan lokal yang
“‘menghormati” pusat. Kemandirian Desa akan menjaddasi dan kekuatan
NKRI dan imajinasi Indonesia itu. Jika Desa selaypaamarginal dan tergantung,
maka justru akan menjadi beban berat pemerintah ndelmmpuhkan fondasi
NKRI. Kedepan kita membutuhkan Desa sebagai enliiesl yang bertenaga
secara sosial, berdaulat secara politik, berdagaraeeskonomi dan bermartabat
secara budaya.

Ketiga, UU tentang pemerintahan Desa merupakarrumsin untuk
membangun visi menuju kehidupan baru Desa yang imaademokratis dan
sejahtera. Apa maknany&@rtama kemandirian Desa bukanlah kesendirian Desa
dalam menghidupi dirinya sendiri. Kemandirian Desatu tidak berdiri di ruang
yang hampa politik, tetapi juga terkait dengan disiekeadilan yang berada
dalam konteks relasi antara Desa (sebagai entdkal)l dengan kekuatan
supraDesa (pusat dan daerah) yang lebih besar. aré&Sdokal-internal,
kemandirian Desa berarti kapasitas dan inisiatBlloyang kuat. Inisiatif lokal
adalah gagasan, kehendak dan kemauan entitas Bregdgrbasis pada kearifan
lokal, komunalisme dan modal sosial (kepemimpinanngan dan solidaritas
sosial). Dengan demikian, inisiatif lokal yang kuag¢rupakan fondasi lokal bagi
kemandirian Desa.

Tetapi inisiatif lokal ini tidak bakal tumbuh demgdaik jika tidak ada
ruang yang memungkinkaer{abling untuk tumbuh. Regulasi yang mengandung
banyak instruksi dan intervensi tentu akan menukgpuinisiatif lokal. Karena
itu kemandirian Desa membutuhkan kombinasi duaihisiatif lokal dari bawah
dan respons kebijakan. Dari atas dibutuhkan peragakisekognisi) negara
terhadap keberadaan entitas Desa dan termasukisagiamasyarakat adat, yang
kemudian dilanjutkan dengan penetapan hak, keknasda@wenangan,
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sumberdaya dan tanggungjawab kepada Desa. Kewenaregjaungkinkan Desa

mempunyai kesempatan dan tanggungjawab mengatwahrgamgganya sendiri

dan kepentingan masyarakat setempat, yang sekalkgumsmenjadi bingkai bagi

Desa untuk membuat perencanaan lokal. Perencanasa &kan memberikan

keleluasaan dan kesempatan bagi Desa untuk menggaitif lokal (gagasan,

kehendak dan kemauan lokal), yang kemudian dileaitzagmenjadi kebijakan,

program dan kegiatan dalam bidang pemerintahampelarbangunan Desa.

Kemandirian itu sama dengan otonomi Desa. Gagasamomi Desa

sebenarnya mempunyai relevansi (tujuan dan mardebfgai berikut:

a. Memperkuat kemandirian Desa sebagai basis kemandKRI.

b. Memperkuat posisi Desa sebagai subyek pembangunan;

c. Mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat;

d. Memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pemirerg

e. Menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yaeguas dengan
kebutuhan lokal,

f. Menggairahkan ekonomi lokal dan penghidupan makgai2esa;

g. Memberikan kepercayaan, tanggungjawab dan tantabggn Desa untuk
membangkitkan prakarsa dan potensi Desa;

h. Menempa kapasitas Desa dalam mengelola pemerint@mapembangunan;

i. Membuka arena pembelajaran yang sangat berhargepéaggrintah Desa,
lembaga-lembaga Desa dan masyarakat.

j.  Merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat lokal.

Kedua, demokrasi adalah nilai dan sistem yang mganibegkai tata
pemerintahan Desa. Secara konseptual demokrasiameumgg sejumlah prinsip
dasar: representasi, transparansi, akuntabilégponsivitas dan partisipasi, yang
semua prinsip ini menjadi fondasi dasar bagi perigeh kebijakan, perencanaan
Desa, pengelolaan keuangan Desa dan pelayanark.pkblau prinsip-prinsip
dasar ini tidak ada di Desa, maka akan muncul “pasg tunggal” yang otokratis,
serta kebijakan dan keuangan Desa akan berjalamdgraya secara rutin, atau
bisa terjadi kasus-kasus bermasalah yang meruggkgat Desa.

Demokrasi Desa akan membuka ruang bagi rakyat unterkyampaikan

aspirasinya kepada pemerintah Desa. Aspirasi ladatalasi kedaulatan rakyat
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yang sudah lama diamanatkan dalam konstitusi. Dessbkuga menjadi arena
untuk mendidik mental dan kepribadian rakyat agareka lebih mampu,

mandiri, militan dan mempunyai kesadaran tentamge@lelaan barang-barang
publik yang mempengaruhi hidup mereka. Pendidikan g@embelajaran ini

penting, mengingat masyarakat cenderung pragmaard ekonomi dan

konservatif secara politik, akibat dari perkembangaman yang mengutamakan
orientasi material.

Ketiga, isu kesejahteraan mencakup dua komponerar,begkni
penyediaan layanan dasar (pangan, papan, pendidiean kesehatan) dan
pengembangan ekonomi Desa yang berbasis pada idoteals Kemandirian dan
demokrasi Desa merupakan alat dan peta jalan umietkcapai kesejahteraan
rakyat Desa. Desentralisasi memungkinkan alokasbsudaya kepada Desa, dan
demokrasi memungkinkan pengelolaan sumberdaya Desgahak pada rakyat
Desa. Hak Desa untuk mengelola sumberdaya alanaJnpégs merupakan modal
yang sangat berharga bagi ekonomi rakyat Desa. Kimjuga dengan alokasi
dana Desa yang lebih besar akan sangat bermamftat menopang fungsi Desa
dalam penyediaan layanan dasar warga Desa. Narasejakteraan rakyat Desa
yang lebih optimal tentu tidak mungkin mampu digalaleh pemerintah Desa
semata, karena itu dibutuhkan juga kebijakan pertadri yang responsif dan
partisipatif, yang berorientasi pada perbaikanyseian dasar dan pengembangan
ekonomi lokal.

3. Argumen yuridis

Pertama Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan dalam P&isal
adanya kesatuan masyarakat hukum adat. Kemudiam dazenjelasan umum
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang PemerintBharah dijelaskan "....,
maka otonomi Desa akan diberikan kesempatan untmbuh dan berkembang
mengikuti perkembangan dari Desa itu sendiri...’l k@ berarti bahwa Desa
sebagai susunan pemerintahan terendah di Indonesmpunyai identitas dan
entitas yang berbeda dan perlu di atur tersendland bentuk Undang-Undang.
Selain itu, usulan mengenai pentingnya Undang-umpdarengenai Desa ini
dikemukakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebaganegang kekuasaan
legislatif.
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Sejumlah isu yang terkandung UUD 1945 tentu menitkata penjabaran
lebih lanjut dalam bentuk undang-undang. Termasakalp 18 yang mengatur
keberadaan daerah besar dan kecil. Pasal 18 ibhurgr Pembagian daerah
Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengankbsntunan pemerintahannya
ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandangndngingati dasar
permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, hdk-hak asal-usul
dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Desensenya termasuk daerah-
daerah kecil yang mempunyai hak-hak asal-usul dasifht istimewa. Dalam
penjelasan juga ditegaskan: “Daerah Indonesia dikegi dalam daerah propinsi
dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daeaalg yebih kecil. Ini berarti
bahwa daerah yang lebih kecil mencakup kabupaten/ktan Desa, atau
setidaknya undang-undang juga harus memberi kedindysng tepat keberadaan
Desa yang telah ada jauh sebelum NKRI lahir, dasapada masa kolonial juga
telah diatur tersendiri” (Yando Zakaria, 2002).

Kedua, pengakuan dan penghormatan negara terhaBa&sa dalam
konstitusi sebenarnya nampak jelas (Yando Zakaf@z). Dalam penjelasan
Pasal 18 disebutkan bahwa: Dalam territoir Nega@oriesia terdapat lebih
kurang 250zelfbesturende landchappéan volksgetneenschappeseperti Desa
di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun changa di Palembang dan
sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunadasloleh karenanya dapat
dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewamigtlini menegaskan bahwa
NKRI harus mengakui keberadaan Desa-Desa di Intlogasg bersifat beragam.
Konsep zelfbesturende landchappeadentik dengan Desa otonontodal self
government atau disebut Desa Praja yang kemudian dikenanddlU No.
19/1965, yakni Desa sebagai kesatuan masyarakaimhuyfang berhak dan
berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganglaiseédedangkan konsep
volksgetneenschappeidentik dengan kesatuan masyarakat hukum adat atau
menurut orang Bali disebut dengan “Desa adat” a&figoverning community.
Zelfbesturende landchappekan mengikuti azas desentralisasi (pemberian) dan
volksgetneenschappakan mengikutazas rekognisi/pengakuan (meski azas ini

tidak dikenal dalam semesta teori desentralisasi).
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Namun keragaman dan pembedaagifbesturende landchappgbesa
otonom) dan wlksgetneenschappdbesa adat) itu lama kelamaan menghilang,
apalagi di zaman Orde Baru UU No. 5/1979 melakukenyeragaman dengan
model Desa administratif, yang bukan Desa otonomhiikan Desa adat. Lebih
memprihatinkan lagi, UUD 1945 Amandemen Kedua mataénghilangkan
istilah Desa. Pasal 18 ayat 1 menegasakan: “Néggsatuan Republik Indonesia
dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerahnsioviu dibagi atas kabupaten
dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten data knempunyai pemerintahan
daerah yang diatur dengan undang-undang”. Juga p8Baayat 2 menegaskan:
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatasyanakat hukum adat
beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih phidan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara KesRtejaublik Indonesia, yang
diatur dalam undang-undang”.

Meskipun istilah Desa hilang dalam UUD 1945 amareterke-2, tetapi
klausul “Negara mengakui dan menghormati kesat@matkan masyarakat
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya...” berar@ingharuskan negara
melakukan rekognisi terhadap kesatuan-kesatuanarast hukum adat, yang di
dalamnya mencakup Desa, nagari, mukim, huta, s&aarpung, marga, negeri,
parangiu, pakraman, lembang dan seterusnya. UU2RA.999 dan UU No.
32/2004 telah memberikan pengakuan itu dan secasiomal melakukan
penyebutan Desa (atau dengan nama lainnya). Pemgatdtiberikan kepada
eksistensi Desa (atau nama lain) beserta hak-laaksionalnya hak asal-usul.
Kebijakan yang sama juga terlihat misalnya dalam N&l 11/2006 tentang
Pemerintahan Aceh yang mengakui kembali keberaahagim (berada di tengah
kecamatan dan Desa/gampong), yang selama OrdenBdam dihilangkan dari
struktur hirarkhis dan hanya menempatkan gampolnggse Desa.

Ketiga, penyerahan urusan/kewenangan dari kabugata kepada Desa
sebenarnya tidak dikenal dalam teori desentralidésiena itu jika UU Desa
disusun terpisah dari UU Pemda, hal ini akan semalémpertegas amanat dan
makna Pasal 18 UUD 1945, sekaligus akan semakin pemgelas posisi

(kedudukan) dan kewenangan Desa atau memperjelasamtnomi Desa.
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4. Argumen Sosiologis

Pertama, secara sosiologis, jelas bahwa untuk pt@kein masyarakat
adil dan makmur seperti yang diamanatkan dalam Bkasmn Undang-Undang
Dasar 1945, bangsa Indonesia harus memulai paradiggmbangunan dari
bawah (Desa) karena sebagian besar penduduk Indoteserta segala
permasalahannya tinggal di Desa. Tetapi selama p@mbangunan cenderung
berorientasi pada pertumbuhan dan bias kota. Sulayerekonomi yang tumbuh
di kawasan Desa diambil oleh kekuatan yang lebibahesehingga Desa
kehabisan sumberdaya dan menimbulkan arus urbapeaduduk Desa ke kota.
Kondisi ini yang menciptakan ketidakadilan, kemnsii maupun keterbelakangan
senantiasa melekat pada Desa.

Kedua, ide dan pengaturan otonomi Desa kedepankdudkan untuk
memperbaiki kerusakan-kerusakan sosial, budaya oekiomlan politik Desa.
“Otonomi Desa” hendak memulihkan basis penghidumpasyarakat Desa, dan
secara sosiologis hendak memperkuat Desa sebdgasenasyarakat paguyuban
yang kuat dan mandiri, mengingat transformasi Deema patembayan menjadi
paguyuban tidak berjalan secara alamiah seringasepgrubahan zaman, akibat
dari interupsi negara (struktur kekuasaan yandnlbbsar).

Ketiga, pengaturan tentang otonomi Desa dimaksudkdéuk merespon
proses globalisasi, yang ditandai oleh proses ditsasi (informasi, ekonomi,
teknologi, budaya, dan lain-lain) dan munculnyengm-pemain ekonomi dalam
skala global. Dampak globalisasi dan ekploitasiholapitalis global tidak
mungkin dihadapi oleh lokalitas, meskipun dengaonomi yang memadai.
Tantangan ini memerlukan institusi yang lebih kigetlam hal ini negara) untuk
menghadapinya. Oleh karena diperlukan pembagiastdgn kewenangan secara
rasional di negara dan masyarakat agar dapat mamsmg bisa menjalankan
fungsinya. Prinsip dasar yang harus dipegangdai@m pembagian tugas dan
kewenangan tersebut adalah Daerah dan Desa dapayadgkan sebagai
kompartemen-kompartemen fleksibel dalam entitas ardeg Berikutnya,
ketiganya memiliki misi yang sama yaitu mewujudkasejahteraan masyarakat,
bahkan yang lebih mendasar adatahvival abilitybangsa. Otonomi Desa adalah
instrumen untuk menjalankan misi tersebut. Olefetka itu, tidak tepat kalau
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dalam otonomi daerah atau Desa justru melemahkaguban NKRI atau
survival ability bangsa. Ini mungkin terjadi kalau tidak ada pémga tepat
antara peran negara, daerah dan Desa. Perlu divadmva negara tidaklah
sekedar agregasi daerah-daerah atau Desa-Desaoy@amgm. (Hastu, 2007).
Spirit Desa bertenaga sosial, berdaulat secarikpdierdaya secara ekonomi dan
bermartabat secara budaya sebenarnya menjadiiteitden fondasi lokal-bawah
yang memperkauat negara-bangsa (Sutoro Eko, 20@ANA 2006).
5. Argumen Psikopolitik

Pertama, sejak kemerdekaan sebenarnya Indoneaialietupaya untuk
menentukan posisi dan format Desa yang tepat sdsagan konteks keragaman
lokal. Perdebatan terus berlangsung mengawali geman UU, tetapi sulit
membangun kesepakatan politik. UU No. 19/1965 tepfaesa Praja sebenarnya
merupakan puncak komitmen dan kesepakatan pobtilg ynendudukkan Desa
sebagai daerah otonom tingkat Ill. Tetapi karemalgghan paradigma politik dari
Orde Lama ke Orde Baru, UU tersebut tidak berlaku.

Selama puluhan tahun pencarian tentang posisi oiamaf Desa betul-
betul mengalami kesulitan yang serius. Mendiand. FBelo Soemardjan (1992)
selalu menyoroti betapa sulithya menempatkan pdaisiformat Desa. Demikian
tuturnya:

Mengenai pembentukan daerah-daerah administratiigpamumnya tidak
dijumpai masalah-masalah yang berarti, baik secdmakum maupun
politis. Sebaliknya menghadapi Desa, negeri, malga sebagainya yang
diakui sebagai daerah istimewa tampaknya ada bexbpgndapat yang
berbeda-beda yang sampai sekarang belum dapat uttisat dengan
tuntas. Perbedan pendapat itu mengakibatkan keraguan pemerintah
untuk memilih antara sistem desentralisasi dua Katg yaitu dengan
daerah otonomi tingkat | dan tingkat Il saja darstem tiga tingkat
dimana di bawah tingkat Il ditambah tingkat III.

Kedua, secara psikopolitik, Desa tetap akan mardara menjadi isu yang

diremehkan ketika pengaturannya ditempatkan padsisipgubordinat dan
subsistem pengaturan pemerintahan daerah. Desa unganpgkonteks sejarah,
sosiologis, politik dan hukum yang berbeda dengaerah. Karena itu
penyusunan UU Desa tersendiri sebenarnya hendakgehearkan” Desa dari

posisi subordinat, subsistem dan marginal dalamepetahan daerah, sekaligus
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hendak mengangkat Desa pada posisi subyek yangorteah dalam
ketatanegaraan Republik Indonesia.

Ketiga, secara politik penguatan otonomi Desa meldll Desa tersendiri
sebenarnya juga menjadi aspirasi Desa yang disaradkh asosiasi pemerintah
Desa dan Badan Perwakilan Desa. Mereka senantersantut perhatian
pemerintah pada Desa, kesejahteraan yang lebihkealkdukan dan
kewenangan Desa yang lebih besar, penempatan elesgas subyek
pemerintahan dan pembangunan, alokasi dana Degdefah memadai, serta
pembangunan yang betul-betul berangkat dari bawah

Mengenai pengertian desa menurut Saparin (1993188m bukunya
yang berjudul Tata Pemerintahan dan AdministrassaDmenyatakan : “Desa
adalah suatu wilayah setempat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat
hukum dengan penguasa yang berhak untuk mengaturmgsmguasai rumah
tangganya sendiri”.

Kemudian Kartohadikusumo (1992:37) memberikan perage sebagai
berikut : “desa adalah suatu daerah kesatuan hukomana bertempat tinggal
masyarakat hukum yang mempunyai organisasi perabent.

Kedudukan desa mempunyai nilai yang sangat steatbdalam mencapai
tujuan pembangunan nasional karena :

1. Desa sebagai basis sumber data dan informasi yangats erat bagi
penyelenggaraan pembangunan
2. Desa merupakan benteng yang dapat diandalkan dpkmgamalan

Pancasila, sekaligus sebagai pusat pembinaan kesgajan bangsa dalam

rangka memperkokoh pertahanan nasional.

3. Desa merupakan tempat pembinaan dan penggalangdisippai
masyarakat didalam berbagai bidang.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 200%artg Desa,
disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hy&ogy memiliki batas-
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur danguomes kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul darstadat setempat yang diakui
dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negarat@s&epublik Indonesia.

Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatapakan bagian dari
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perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukanpakan bagian dari
perangkat daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Desailiknehak mengatur
wilayahnya lebih luas.

Dengan demikian desa mempunyai peran dan posig panting bagi
kegiatan pembangunan, pada satu sisi pembangursan rdempunyai tujuan
untuk desa yang bersangkutan dan pada sisi lairpgmbangunan desa
merupakan salah satu pencapaian tujuan pembangasgmal.

Salah satu tugas yang penting bagi suatu negalahadzlaksanakan
pembangunan yang merupakan wujud dalam menerugkprapgan dan cita-cita
bangsa sebagau tuntutan untuk mengikuti kemajudeipdangan dan kemajuan
jaman. Pembangunan yang dilaksanakan oleh bangkmdsia adalah untuk
meningkatkan taraf hidup rakyat, baik pembangunangydilakukan secara
bertahap maupun pembangunan yang dilakukan seasagsung, pada intinya
adalah bentuk upaya untuk mewujudkan kemakmuranrbagyarakatnya serta
meningkatkan kemajuan di segala bidang.

B. Pemerintahan Desa
|. Pemerintah Desa

Definisi dari Desa adalah (atau yang disebut dengana lain) adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasshailayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyasek@npat berdasarkan asal
usul dan adat istiadat setempat (gineologis) ydiagui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik bBslan Dalam Undang-
Undang No. 32 Tahun 2004 telah diakui adanya otaoryamg dimiliki oleh desa
dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupndel@gasian dari
pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melakaa urusan pemerintah
tertentu. Sedangkan desa diluar desa gineologts lyarsifat administratif seperti
desa yang dibentuk karena pemekaran desa, tramesmagau alasan lainnya yang
warganya majemuk/heterogen, maka melalui otonorsa ddapat tumbuh dan
berkembang mengikuti perkembangan desa itu sekltitsan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Desa mencakup urusan pemerintgdiag sudah ada
berdasarkan hak asal usul Desa, urusan pemerinyamgnmenjadi kewenangan

Kabupaten/Kota yang didelegasikan kepada Desa,s tygambantuan dari
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Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dan urusan peatemn lainnya yang oleh
peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa

Kewenangan berarti mandat yang membedakan antargaag boleh dan
yang tidak, siapa yang berhak melakukan apa dga siang wajib untuk apa.
Kewenangan berarti kekuasaan yang berujung paddukgan kapital. Kapital
dibedakan atas kapital manusia, ekonomi , sosmlfid&k. Pelimpahan sebagian
kewenangan dari pemerintah diaras desa ke Desanaiia@pengaruhi kandungan
Kapital desa. Artinya semakin banyak jenis keweaangang didistribusikan
pemerintah diatas desa ke desa maka semakin kagdungan, dapat berarti juga
mengeksplorasi kandungan kapital internal desa. y#lasaja bagaimana
mekanisme internal desa mampu meningkatkan akumidagital internal
tersebut sejalan dengan kewenangan asli desa.

Bintoro (1998:53) menyebutkan bahwa *“ Pemerintaddalah proses,
cara maupun bentuk kegiatan-kegiatan yang dilakokeimsuatu instnasi
dalam melaksanakan kewajibannya“. Dengan demilagaidditarik suatu
batasan pengertian bahwa pemerintahan adalah Badgenisasi, Aparat
atau Alat Perlengkapan Negara yang menjalankarsfuagtuk kegiatan —
kegiatan yang dilakukan guna melaksanakan kearajiya.

Istilah desa muncul sebelum jaman penjajahan gaibelum
Indonesia berada di bawah Pemerintahan BelandalaBéhdonesia merdeka
muncul beberapa batasan pengertian mengenai Désaakan disusun suatu
batasan tentang Pemerintah Desa, seperti yangsditah Ndraha (1991:17)
berpendapat bahwa : “ Pemerintahan Desa sedagaemerintah, suatu
organisasi terendah Pemerintah Republik Indonesi@asarkan azas
dekonsentrasi ditempatkan dibawah dan bertang@waly langsung kepada
pemerintah wilayah Kecamatan yang bersangkut&etlangkan menurut
Suryaningrat dalam bukunya “ Desa dan KelurahanumgnUndang-Undang
Nomor 22 tahun 1999 berpendapat bahwa : “PembrDésa dapat diartikan
sebagai kegiatan dalam rangka penyelenggaraan ipéshan, yang
dilaksanakan oleh perangkat organisasi pemerintanandah dan
bertanggung jawab kepada BupatlLebih jauh pengertian Pemerintahan
Desa menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dahtwemerintah
Desa adalah Keanekaragaman, Partisipasi, OtonolmD&mokratisasi dan
Pemberdayaan Masyarakat “.

Menurut UU no 22 Tahun 1999 Jo UU no.32 2004, dedak lagi
dibawah kecamatan tetapi dibawah kabupaten/kotag&edemikian kepala desa

langsung dibawah pembinaan Bupati/Walikota. Kecamdiukan lagi sebagai
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wilayah yang membawahi desa-desa tetapi hanya mleaapwilayah kerja
Camat. Camat sendiri bukan kepala wilayah dan pesagtunggal diwilayahnya
tapi hanya sebagai perangkat daerah kabupatencaadit hanyalah staf daerah
kabupaten yang mengawasi desa-desa.
Pemerintah Desa adalah unsur penyelenggara Peahmeint Desa.
Pemerintah Desa mempunyai tugas pokok, antara lain
1. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusaseripgahan umum,
pembangunan dan pembinaan masyarakat
2. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintahepetah propinsi, dan
pemerintah kabupaten

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut PemerintakaDmempunyai fungsi,
antara lain :

1. Penyelenggaraan urusan rumah tangga desa

2. Pelaksanaan tugas dbidang pembangunan dan pemliemasyarakatan

yang menjadi tanggung jawabnya

3. Pelaksanaan pembinaan perekonomian desa

4. Pelaksanaan pembinaan partisipasi dan swadaya ggotayong
masyarakat
Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertibsyama&at
Pelaksanaan musyarwarah penyelesaian perselisiasyanakat desa

Penyusunan, pengajuan rancangan peraturan desa

O N0 o

Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan kepada Pentebetsa

Pemerintah Desa dipimpin oleh Kepala Desa dibalgh sekretaris desa
dan perangkat desa. Perangkat dsa terdiri dari kégpsla-kepala urusan,
pelaksana urusan, dan kepala dusun. Kepala-kepatarumembantu sekretaris
desa menyediakan data dan infosrmasi dan membUagigm@an. Pelaksana urusan
adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumahaaega di lapangan. Kepala
dusun adalah wakil Kepala Desa di wilayahnya.

Urusan rumah tangga dsa adalah urusan yang beraak dan diurus

oleh Pemerintah Desa sendiri. Untuk mengatur damgores urusannya,
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Pemerintah Desa membuat peraturan desa. Peratasan dibuat oleh Kepala
Desa bersama dengan BPD. Peraturan desa dilaksaok#aKepala Desa dan
dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui BPD.

Adapun kedudukan, tugas, dan fungsi Kepala DesaPéaangkan Desa,
sebagai berikut :

ll. Kepala Desa

Kepala Desa adalah kepala Pemerintah Desa. Kepeda hempunyai
tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan penarinDesa dalam
melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desanysemerintahan umum,
pembinaan dan pembangunan masyarakat serta mémajalémgas pembantuan
dari pemerintah atasnya. Kepala Desa memimpin atafi pembantunya
menyelenggarakan Pemerintah Desa.

Dulu kepala Desa bertanggung Jawab kepada BupalaliMecamat,
sekarang Kepala Desa bertanggung jawab kepadat raleyalui BPD. Sedangkan
kepada Bupati, Kepala Desa hanya menyampaikandag@iaksanaan tugasnya.
Tugas dan kwajiban Kepala Desa adalah :

a. Memimpin penyelengaraan Pemerintahan Desa

b Membina kehidupan masyarakat desa

c Membina perekonomian desa

d. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa

e Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa

f Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dapat menunjuk
kuasa hukumnya. Hanif Nurcholis (2005,h.139).

lll. Perangkat Desa

a. Unsur staf

Yang termasuk kedalam unsur staf adalah pertarkegetaes desa yaitu
staf yang memimpin sekretaris desa. Sekretaris bedagas membantu Kepala
Desa di bidang pembinaan administrasi dan memberig@layanan teknis
administrasi kepada seluruh perangkat Pemerintsla.C®ekretaris desa diisi dari

PNS yang memnuhi persyaratan. Kedua, kepala ugsanstaf yang membantu
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sekretaris desa sesuai dengan bidangnya. Kepakarurbertanggung jawab
kepada sekretaruis desa. Kepala urusan terdiri atas

1) Kepala urusan pemerintahan

2) Kepala urusan pembangunan

3) Kepala urusan administrasi

b. Unsur Pelaksana
Yang termasuk unsur ini adalah staf yang melaksanakusan teknis di lapangan
seperti urusan air, urusan agama Islam, dan lain-ldnsur pelaksana ini
bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
c. Unsur wilayah
Yang termasuk unsur ini yaitu Kepala Dusun. KepBlasun berkedudukan
sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa diwiiggalTugas Kepala Dusun
menjalankan tugas Kepala Desa di wilayah kerjanya.
C. Pembangunan Desa
Pembangunan mengandung arti perubahan, yang bukaye rsekedar
berubah tetapi mengandung arti pula dari perub@basehingga ada baik dari
segi kuantitas maupun kualitas dan nilainya.
Sebagaimana yang disampaikan oleh Saparin (199&dn)yatakan
bahwa :

Pembangunan adalah kegiatan merubah prasarana tealgy ada
menjadi/kearah yang lebih baik agar kehidupan ydimasilkan oleh
prasana dan sarana itu menjadi lebih baik. Sehiteygadilah perumusan
kebutuhan baik fisik maupun mental yang didalammgangandung
tuntutan untuk selalu meningkatkan, baik untukng& sendiri maupun
keturunannya”.

Kemudian Bintorto (1998:12) menyebutkan : “ Pemheragn pada

pokoknya merupakan usaha perubahan dan pembandanauatu keadaan dan
kondisi kemasyarakatan yang dianggap baik”.
Pembangunan sebagaimana yang diungkapkan oleh 1887:76)

menyatakan bahwa : pembangunan adalah suatu uatha rangkaian
pertumbuhan dan perubahan yang berencana dilalegkama sadar oleh bangsa”.

Kemudian menurut Soekamto (1997 : 401) menyebuilkémva :
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“ Pembangunan sebenarnya merupakan suatu prosedapan yang
direncanakan dan dikehendaki, setidak-tidaknya p@agumnan pada
umumnya merupakan kehendak masyrakat yang tervadaladn keputusan-
keputusan yang diambil oleh pemimpinnya, hal maeaaudian disusun
dalam suatu perencanaan yang selanjutnya dilaksandkembangunan
tersebut tidak hanya menyangkut satu bidang kehiligaja, tetapi juga
berbagai bidang kehidupan yang saling berkaitan *“.

Menurut Irawan dan Supatmoko (1992 : 201) pembamgudesa dapat

didefinisikan sebagai berikut :
“Pembangunan desa adalah pembangunan masyaralatasesdiartikan
sebagai proses dimana orang-orang disitu bersanmgade pejabat
pemerintahan desa berusaha untuk memperbaiki keadesyarakat
dalam kehidupan dan dapat membantu membangun bdagseegara”.
Kemudian Kansil (1992 : 72) memberikan pengertia@ntang
pembangunan desa sebagai berikut :

“Pembangunan desa adalah pembangunan yang didesardesa secara
menyuluruh dan terpadu dengan imbangan kewajibany yeerasi antara
pemerintah dan masyarakat, dimana pemerintah wajémberikan
bimbingan, bantuan, fasilitas yang diperlukan, sgldlan masyarakat desa
memberikan partisipasinya dalam bentuk swakarya sl@adaya gotong
royong dalam pembangunan yang diinginkan”.

Dengan adanya sedikit uraian di atas maka dapaatiguatu kesimpulan

bahwa pembangunan desa adalah pembangunan yalapgiigeakan pada suatu
desa dari dan untuk masyarakat desa yang bersamgkut
D. Pendapatan Desa

|. Sumber Pendapatan Desa

Menurut Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasahbsla
(1996 : 1974), mengartikan pendapatan sebagaiuterik

1. Hasil Pencaharian (usaha dan sebagainya).

2. Sesuatu yang didapatkan (dibuat dan sebagainyg)sghanya belum
ada.

Berdasarkan hal di atas diketahui bahwa pendapagagarah pada
hasil atau usaha yang diperoleh atau yang ditedenadapat dimanfaatkan
untuk membiayai pembangunan dan melancarkan rodarpgahan desa.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan debssizatu yang berasal
dari desa itu sendiri maupun pemberian pemeringalg yercatat dalam
anggaran penerimaan dan pengeluaran desa dan kibgumatuk mengatur
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rumah tangganya sendiri. Dalam Undang-Undang n@2dahun 1999 pasal
107, dikatakan sumber pendapatan asli desa teatiri

1. Sumber Pendapatan Asli Desa terdiri dari :

a.

b
C.
d.
e

Hasil Usaha Desa

Hasil Kekayaan Desa

Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat
Hasil dari gotong — royong masyarakat

Lain — lain pendapatan asli desa.

2. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi

a.
b.

C.
d.

e.

Bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah da

Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat daahdgang
diterima oleh Pemerintah Kabupaten.

Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi
Sumbangan dari Pihak Ketiga dan

Pinjaman desa.

Memperhatikan bunyi Undang-Undang itupun terlihatag sumber

keuangan desa masih sepenuhnya diatur oleh PeameHKabupaten. Pemerintah

Kabupaten selaku pengelola keuangan daerah sehidgggan musahnya

memberikan porsi seadanya kepada pemerintahantai@sa didasari kebijakan

dari pemerintah. Kenyataan itu dapat kita perhatisahwa sumber pendapatan

desa berasal dari bantuan pemerintah kabupateimggaehpemerintahan desa

merasa dikebiri oleh pemerintah kabupaten.

Apabila kita melihat Pasal 212 ayat 3 Undang-UndaBgTahun 2004

disebutkan bahwa sumber pendapatan desa termbri at

1.
4
3.

4.

Pendapatan Asli Desa

Bagi hasil Pajak Daerah dan retribusi daerah Kaemfigota

Bagian dari Dana Perimbangan Kuangan Pusat daraBgang diterima
oleh Kabupaten/kota

Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dipertegas olehnatéran

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 menyebutkan bahwa:

1. Sumber Pendapatan Desa terdiri atas pasal 68
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Pendapatan asli Desa, terdiri dari hasil usaha, dessil kekayaan
desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotogigag, dan lain-lain
pendapatan asli desa yang sah

Bagi hasil daerah kabupaten/kota dihitung 10 % lkurdesa dan
Kabupaten/kota sebagian diperuntukkan bagi desa

Bagian didana perimbangan pusat dan daerah yaeginait oleh
kabupaten dan kota untuk desa paling sedikit 10 @ngy
pembagiannya untuk setiap desa sama proposiongl ryemupakan
Alokasi Dana Desa

Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah @BppiKan
pemerintah kabupaten/kota dalam jangka pelaksanaamsan
pemerintahan

Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidakgiket

2. Kekayaan desa terdiri atas pasal 69

a.

g.

-~ o 2 0o o

Tanah kas desa

Pasar desa

Pasar Hewan

Jembatan Jerami

Bangunan desa

Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa

Lain-lain kekayaan desa

3. APB Desa

a.
b.

APB Desa terdiri dari bagian penerimaan dan baggngeluaran
Bagian pengeluaran terdiri atas pengeluaran rudin pgengeluaran
pembangunan

Pendapatan Desa terdiri dari :

1) Sisa lebih penghitungan anggaran tahun lalu

2) Pendapatan asli desa sendiri

3) Pendapatan yang berasal dari pemerintahan dannatansi yang

lebih tinggi

4. Pinjaman pemerintahan desa
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Khusus mengenai kekayaan desa, tanah mempunyaigoeyang sangat
penting karena dari tanah dapat diperoleh hasiyyaemadai sebagai sumber
pendapatan desa. Untuk itu perlu diadakan pengadaah yang dapat dilakukan
melalui :

a. Kebijaksanaan pembelian tanah bagi desa oleh pereddama

diperuntukkan desa-desa yang tidak mampu.

b. Pembelian tanah melalui kiredit dari pemerintahuwhredit berjangka
waktu dan lunak (soft loan)

c. Tanah Negara, pengelolaan pertama dengan menggurbeiduan
desa.

d. Bagi desa-desa yang cukup luas, sebagian tanahatuldgpat
difungsikan sebagai sumber pendapatan. Perolehah &dat (ulayat)
menjadi tanah desa dilakukan melalui musyawarafrangemerintah
desa disatu pihak dengan tokoh asat dilain pihak.

Sumber pendapatan yang telah dimiliki dan dikelolah desa tidak
dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Partati Daerah. Pemberdayaan
potensi desa dalam meningkatkan pendapatan dedaldn, antara lain dengan
pendirian Badan Usaha Milik Desa, kerjasama denpdrak ketiga, dan
kewenangan melakukan pinjaman. Sumber Pendapat@naliDayang berada
didesa, baik pajak maupun retribusi yang sudahngjpuoleh daerah Kabupaten
tidak dibenarkan adanya pungutan tamabahan olelerigah Desa.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang dn&ej@enangan
desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belazga DAPB Desa), bantuan
pemerintah dan bantuan pemerintah daerah. Pengalexan urusan pemerintah
daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah dedanali dari APBD.
Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselehggacdeh pemerintah desa
Sumber pendapatan desa terdiri atas: PendapataDéessl, antara lain terdiri dari
hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperth tkas desa, pasar desa,
bangunan desa), hasil swadaya dan partisipasi, ¢patsing royong Bagi hasil
Pajak Daerah Kabupaten/Kota bagian dari Dana Parigin Keuangan Pusat
dan Daerah bantuan keuangan dari Pemerintah, ReateriProvinsi, dan

Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksam@aasan pemerintahan;
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hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidakgikat. APB Desa terdiri
atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa dan &aari Rancangan APB
Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembandesa. Kepala Desa
bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dé&sgaturan Desa.

Sebagai mana yang telah disebutkan bahwa dapatakiiekanggaran
merupakan kebijaksanaan pemerintah yang terceralamdangka dimana angka
-angka tersebut merupakan uraian berapa besar Ipargge dan rencana
penerimaan dalam satu tahun mendatang. Dari p&ngetiatas menunjukkan
bahwa anggaran adalah suatu rencana yang mengdambaerkiraan jumlah
penerimaan dan pengeluaran. Oleh karena itu anggaeenpunyai dua sifat yang
statis yang hanya menunjukkan berapa jumlah rpeaan dan pengeluaran
saja dan bersifat dinamis yang merupakan alat dadiarbagi pemerintah untuk
masyarakat yang semakin berkembang tercermin dasus kegiatan yang
dianggarkan.

Dengan demikian anggaran disusun dengan sistimsimagdisasikan
penggunaan dana-dana yang tersedia yaitu dengameanperinci
penggunaan sumber-sumber menurut obyek pembelasgaarmgga
memudahkan pengawasan, sebagai landasan |foranalis
pembangunan sumber penerimaan untuk menampungamaisg, dan
memutuskan alokasi pembiayaan terhadap pelaksgnagram dan proyek-
proyek pemerintah. Berdasarkan Peraturan MentdanDalegeri nomor 2
tahun 1991 yang dikeluarkan oleh Biro Bina Pemahridesa mengatakan
bahwa :

"APBDes adalah rencana operasional tahunan padggonoumum untuk
Pemerintah dan Pembangunan Desa yang dijabarkaditdgemahkan
dalam angka — angka rupiah, disatu pihak mengantduiggt penerimaan
dan dipihak lain mengandung perkiraan batas tegtipgngeluaran
keuangan Desa”.

Dari uraian tersebut penulis mengemukakan bahway&uag
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakdnukla, pedoman
kerja serta landasan untuk menyusun suatu renetaraa satu tahun
anggaran. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahmggaran Penerimaan
dan Belanja Desa (APBDes) merupakan suatu pedoergm kandasan kerja
serta rencana kerja bagi Pemerintah Desa yanigidiengan uang, baik
penerimaan maupun pengeluaran desa dalam melaksakediatan-kegiatan
pemerintahan maupun pembangunan didesa yang beg&ma satu tahun
anggaran. Anggaran Penerimaan dan Belanja Despaken satu kesatuan
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antara anggaran rutin dan anggaran pembangunauk Belanjutnya
mengenai pembuatan Anggaran Pendapatan dan BBlesgadapat dilihat
dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 pasal yi&t/3ayaitu : “

Kepala desa bersama BPD menetapkan anggaran ptarddpa belanja desa
setiap tahun dengan peraturan de€etdasarkan hal tersebut Penulis
menyimpulkan bahwa APBDes sangat penting dalamaipaningkatkan
pendapatan desa, karena APBDes bermanfaat merengdeka dan menjadi
pedoman dalam melaksanakan pembangunan, sehinggd@apa¢an desa yang
berasal dari luar APBDes dapat dipergunakan unalikdng lain.
Berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999igiitamerintahan
Daerah, maka tahun anggaran baru, Bupati membepg@mman penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Pahdbesa dan BPD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagainmaksiid diatas
ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Desa dengatuPan Desa selambat-
lambatnya satu bulan setelah ditetapkan APBD Kaleap&lamun dalam
kenyataannya Kepala Desa belum menganggap habagai faktor
penunjang keberhasilan desa, anggaran belum diparsédagai pedoman
kerja bagi masyarakat desa pada tahun yang silartitidketolak bagi kegiatan
tahun berikutnya. Bahkan APBDes dianggap sebademgleap saja, fakta
yang ada para Kepala Desa dalam melaksanakan yagédak berpedoman
kerja pemerintah desa, walaupun anggaran itu tefalsun dan disahkan oleh
pejabat berwewenang. Menurut Suryaningrat (1992), erpendapat bahwa

"Peranan Anggaran Belanja Desa adalah sangat peddiam
menentukan gagal atau suksesnya Kepala Desa dataksanakan
tugas, bukan tugas sehari — hari di Kantor Desaimieln membawa
masyarakat dan desa ketingkat kemajuan sesuai pambangunan
secara keseluruhan berarti pula pembangunan négara.

Sehubungan dengan perkembangan kebutuhan sertaikgpea
masyarakat semakin kompleks, maka diperlukan adaelgyanan yang cepat
dari aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakatkldlapat melaksanakan
tugas - tugas tersebut diatasi dengan baik, dikgnlbiaya atau anggaran
sebagai penunjang. Oleh karena itu setiap akhimtélarus menyusun
anggaran desa dan anggaran desa sebaiknya merseg&pattahun. Hal ini
disebabkan karena semakin kompleknya tugas-tugsebigt. banyak biaya
pada saat penyusunan anggaran tidak terpikirkamagga dalam realisasinya
sering mengalami hambatan dan dana yang dibutuidé{atu tidak
mencukupi.

Perkembangan desa seharusnya dapat dilihat dagrpbangan anggaran
desa. Ada sebagian desa yang banyak melalukan atalaksanakan
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pembangunan akan tetapi anggaran desanya stafisjnihderarti belum
seluruhnya pembangunan dianggarkan, akan tetapi se&lsagian yang
dilaksanakan atas dasar gotong-royong dan swadasyamakat itu sendiri.
Anggaran desa merupakan faktor penunjang, bahdoasvalan alat koordinasi
pembangunan serta kebijakasanaan pemerintah dessmgaran desa
mencerminkan kebijaksanaan pemerintah desa yanguilitan dalam bentuk
uang, oleh karena itu anggaran harupatd@enggambarkan perencanaan
desa dalam bentuk angka dan selanjutnya dituarggdam suatu wadabh.

Il. Alokasi Dana Desa (ADD)

Dalam hal ini pengelolaan keuangan AAD merupakagidmayang tidak
terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalaBAlesa. Seluruh kegiatan
yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakandiavaluasi secara terbuka
dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di &=aruh kegitan harus dapat
dipertanggungjawabkan secara administrative, tekdan hukum. ADD
dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hematakedan terkendali.

Proses penyusunan kebijakan ADD, diprakarsai oledmd?intah
Kabupaten bersama DPRD, dengan melibatkan berbgghak yang
berkepentingan terhadap kemandirian desa, sepekKil Wari pemerintah desa,
Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga KemasyaralatBesa, Lembaga
Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi. Dalamkeangenyiapkan kebijakan
daerah tentang ADD, Pemerintah Kabupaten membestdtu Tim yang
keanggotaannya berasal dari aparat pemerintah jakegamatan dan desa;
perwakilan DPRD dan BPD; serta organisasi kemakgéaa yang memiliki
pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat dan RlEs@rintah Kabupaten
bekerjasama dengan para pelaku terkait, perlu rapkgn pemerintah desa dan
lembaga kemasyarakatan di desa dalam mengelola, anfi@atkan dan
mengembangkan hasil-hasil ADD.

Indikator keberhasilan peningkatan peranan desandglembangunan
berkontribusi besar mewujudkan kesejahteraan malsgarBeberapa kesulitan
yang selama ini membelenggu desa secara bertahapundiurai oleh mereka
sendiri. Dari sudut pandang pemberdayaan masyanakatyarakat desa semakin

mampu menyelesaikan masalahnya sendiri dan iniasemdikator keberdayaan
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mereka. Sifat ketergantungan desa secara bertarapks berkurang. Oleh
karena itu indikator keberhasilan ADD dapat diuéari :
1. Keberhasilan pengelolaan ADD dapat diukur dari
a. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adAfgleasi Dana
Desa
b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyadwararencanaan
pembangunan tingakt desa
c. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pedaggwaban
penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa
2. Keberhasilan penggunaan ADD dapat diukur dari
a. Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang tlah clreakan dalam
APBDes
Daya serap (realisasi) keuangan sesuai yang ditarge
Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi
Besarnya jumlah penerima manfaat, terutama dawnkgbk miskin
Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukunggganaan ADD

-~ ® oo T

Terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa

Mampu bersinergi dengan program-program pemeripdéaily ada didesa

=

tersebut.

Tidak kalah penting bahwa banyak program pembangoresuk ke desa,
tetapi hanya dikelola oleh Dinas. Program semadammengdulang kritikan
karena program tersebut tidak memberikan akses glajalan bagi Desa, dan
program itu bersifat top down sehingga tidak sejalangan kebutuhan Desa dan
masyarakatnya.

Selain itu dalam upaya peningkatan pelayanan daasyamakat dan
pemberdayaan masyarakat maka Pemerintah Desa seb@aggemerintahan
terdepan yang berhubungan langsung dengan maslygraka didukung dana
dalam melaksanakan tugas-tugasnya di bidang pe@aesim maupun
pembangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun Xardpai dengan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 belum ada danalpgngan keuangan
pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupatne/lSataingga desa dalam hal ini
sektor keuangannya mengandalkan berasal dari tkasidesa (bengkok) dan
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bantuan pemerintahan atau subsidi sehingga penamggremberdayaan
pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desagstdu kurang maksimal.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20&dhakin
memperjelas kedudukan keuangan desa dalam hal syrabegapatan desa yaitu
tidak berupa bantuan lagi naum ada bagian danapangan keuangan pusat dan
daerah yang ditertima Kabupaten/Kota. Dalam pesatupemerintah yang
mengatur tentang desa-pun yaitu Peraturan Penteridbanor 72 Tahun 2005
makin memperjelas kedudukan keuangan desa dengayelngkan presentase
bagi hasil. Dijelaskan pada Peraturan Pemerintamdid’2 Tahun 2005 bahwa
dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yangditbleh Kabupaten/Kota
yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikaara proposional yang
disebut sebagai alokasi Dana Desa (selanjutnydipenenulis ADD)

Kebijakan ADD sangat relevan dengan perspektif yapgempatkan desa
sebagai basis partisipasi. Perspektif ini berpgaki pengalaman histories dan
emperis bahwa desa telah lama menjalankan fungsepagai self governing
community. Desa mempunyai pengalmaan panjang @ndahengembangkan
pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan warg@gsa juga memiliki
sumberdaya lokal yang dapat menjamin berlangsungyaerintahan. Tidak
kalah penting desa juga langsung berhadapan demgayarakatnya. Potensi
partisipasi yang tinggi dari warga juga dapat diluitkan karena masyarakatnya
mempunyai modal sosial yang tinggi untuk mendukuwiag, mengontrol jalannya
pemerintahan. Oleh karena itu program ADD merupakangram yang
memfokuskan kepada dua kegiatan, yaitu penyeleaggaemerintahan desa dan
pemebrdayaan masyarakat. Dengan rincian 40 % yeierintahan desa dan 60
% untuk pemberdayaan masyarakat. Untuk pemebrdayaagarakat terdapat 3
komponen yang menjadi prioritas, yaitu pemberdayaknomi, pemberdayaan
lingkungan dan pemberdayaan manusia.

Dana ADD yang dipergunakan untuk pengadaan perabantkelurahan
lebih ditekankan pada tunjangan kurang penghasilaiaya opersional
pemerintahan desa, premi asuransi Kepala Desa damtaris desa, biaya
operasional pelaksanaan tugas baperdes, biaya sopea Lemabga
Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat Desa (deianjpenulis menulis
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LPKMD), biaya peningkatan sumber daya manusia laggirat Pemerintahan
Desa, Baperdes dan LPKMD, dan lain-lain yang dipagdsangat perlu dan
mendesak. Dalam pemberdayaan ekonomi lebih ditekapkda pengembangan
usaha skala kecil, pengembangan unit ekonomi Dgsagembangan Badan
Usaha Milik Desa (BUMDES) dan optimalisasi pematdagotensi lokal. Untuk
pemberdayaan lingkungan lebih diutamakan pada pemagasarana dan atau
prasarana baik dibidang ekonomi maupun sosial ydagat mendorong
percepatan kemajuan Desa. Sedangkan untuk pembardaganusia-manusia
lebih ditekankan pada utamanya dibidang pendidikeasyarakat, kesehatan
masyrakat, peningkatan peranan gender dan pemlamlawystitusi lembaga
masyarakat seperti PKK, Posyandu, Karang Tarundadaiain.

Berkaitan dengan hal ini, program ADD merupakarnsyaogram yang
memberdayakan masyarakat dimana masyarakat bukaya heebagai obyek,
tetapi juga sebagai pelaku pembangunan. Program ARDg bertujuan
membangun prasarana dan prasarana dasar dapaptakaicisuatu kesempatan
atau peluang pada penduduk untuk dapat meningk&taampuan, ketrampilan
bahkan pendapatan, karena terdapat lowongan peRerjBengan hal ini
masyarakat dapat lebih mengembangkan diri untukcapan kemajuan bersama
seperti yang diciptakan dan masyrakat dapat lesiidya.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No®@@3/3172/SJ,
yang menjadi landasan pemikiran ADD adalah :

a. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 32 tahud Bfitang
Pemerintahan Daerah, Daerah meliliki kewenangan meaimkebijakan-
kebijakan tentang desa, terutama dalam memberyg®a, peningkatan
peranserta, peningkatan prakarsa dan pemberday@syarakat desa yang
ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat.

b. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan keuaagtra Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah meegaskan bahwa rkéselubelanja
daerah diprioritaskan untuk melindungi dan menitigka kualitas
kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajibarah.

c. Hasil penelitian Tim Studi Alokasi Dana Desa di &&pa Kabupaten
menunjukkan bahwa pelaksanaan alokasi dan desa degangkatkan



36

peran pemerintah desa dalam memberikan pelayarmampeataberdayaan
masyarakat

d. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejantemaasyrakat |,
desa mempunyai hak untuk mmperoleh bagi hasil pdmérah dan
retribusi daerah Kabupaten/Kota, dan bagian danadpertimbangan
keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Ké&n/gata

e. Perolehan bagian keuangan desa dari Kabupatenféotg selanjutnya
disebut Alokas Dana Desa (ADD) yang penyaluranngkalui Kas Desa

f. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dariepehan hak
desa untuk menyelenggarakan otonominya agar turdbohberkembang
mengikuti petumbuhan dari esa itu sendiri berdasakeanekaragaman,
partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemgagan masyarakat.

Pendapatan Daerah dari sumber tersebut harusldibdeepada desa yang
bersangkutan dengan pembagian secara proposionalasih Ketentuan ini
dimaksudkan untuk menghilangkan beban biaya ekortorggi dan dampak
lainnya.

Sumber Pendapatan Desa dikelola melalui Anggaramddpatan dan
Belanja Desa. Kegiatan pengelolaan Anggaran Petatadan Belanja Desa yang
ditetapkan setiap tahun meliputi penyusunan angggraelaksanaan tata usaha
keuangan, dan perubahan serta perhitungan anggepata Desa bersama BPD
menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja De&p sehun dengan
Peraturan Desa. Pedoman penyusunan Anggaran Pendajzen Belanja Desa
ditetapkan oleh Bupati.Tata cara dan pungutan gigeklapatan dan belanja desa
ditetapkan bersama antara Kepala Desa dan BPD. dasst memiliki badan
usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaraddpatan dan
Belanja Desa (APBDes). Kepala Desa dan BPD menatafRBD setiap
tahun dengan peraturan desa. Pedoman penyusundb diftBapkan oleh
bupati. Tata cara dan pungutan objek pendapatarelanja desa ditetapkan
bersama antara Kepala Desa dan Badan Perwakilan Des
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Sumber pendapatan yang telah dimiliki dan dikebdéd desa tidak
dibenarkan diambil oleh pemerintah atau pemeridegrah. Pemberdayaan
potensi desa dalam meningkatkan pendapatan dekaldn antara lain
dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMD)&sgma dengan pihak
ketiga dan kewenagan melakukan pinjaman. Sumbelgpatan daerah yang
berada di desa, baik pjak maupun retribusi yarantdipungut oleh daerah
kabupaten tidak dibenarkan adnya pungutan oleh petale desa. Pendapatan
daerah dari sumber tersebut terus harus diberigpada desa yang
bersangkutan dengan cara pembagian secara prapirdan adil. Ketentuan
ini dimaksudkan untuk menghilangkan biaya bebamekw tinggi dan
dampak lainya. Kegiatan pengelolaan APBD yangajiedn setiap tahun
meliputi penyusunan anggaran pelaksanaan tata keahagan dan

perubahan serta perhitungan anggaran.

Desa didalam system pemerintahan yang berkedudiildaerah
kabupaten. Penyelenggaraan pemrintahan desa demwgeakankan pada
prisip-prinsip demokrasi, peran serta masyaralatgrataan dan keadilan
serta memperhatikan potensi dan keanekaragamaahd&ssa memiliki
posisi yang strategis, sehingga diperlukan penhgiamg seimbang terhadap
penyelenggaraan otonomi daerah. Indikasi kebedmpilaksanaan otonomi
daerah ditandai dengan keberhasilan pemerintamdattaksanaan otonomi
desa. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuatrdesapakan langkah yang

harus segera diwujudkan baik oleh propinsi maummegintah kabupaten.

Dalam rangka meningkatan penberdayaan, kesejahtdaaa
pemerataan pembangunan di pedesaan melalui APBDpi&&dn, Propinsi,
Pemerintah Pusat merealisasikan masing-masing di0dharapkan
kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di gegamnjadi kenyataan.
Terciptanya pemerataan pembangunan khususnya esgea melalui dana
APBN kabupaten propinsi dan pemerintah pusat seli@8a akan tersapai

tingkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakeg $iaggal di pedesaan.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 34nT2000
tentang pajak dan retribusi daerah, bahwa hasérpaaan pajak Kabupaten
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diperuntukkan paling sedikit 10% bagi desa di valakabupaten yang
bersangkutan. Selanjutnya sesuai ketentuan Undadgsig Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah, bantuan dadbabat&n yang meliputi
bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerahbdgian dari dana
perimbangan keuangan pusat dan daerah yang dateteh Pemerintah
Kabupaten serta bantuan dari Pemerintah dan Pdatefnopinsi. Alokasi
dana desa tersebut akan mendorong terlaksanayanatdesa, sekaligus
sebagai upaya pemberdayaan Pemerintahan Desa dgarakat desa.
Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten setsagaator,
memfasilitasi masyarakat desa agar mampu menjalenkagsi perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan terhadap penggunaasaaasa desa yang
diterimanya. Dalam haltersebut diperlukan adanyplsama yang saling

mendukung, keterlibatan masyrakat desa dalam ppesebangunan desa.

Pendapatan desa didalam penyelenggaraan pemenmesa
sangatlah penting, karena pendapatan desa akamupguatu dana untuk
melaksanakan kegiatan-kegiatan desa yang bertupuak memakmurkan
desa. Untuk pendapatan harus ditingkatkan (dendak membebankan pada
masyarakat) agar tujuan pemerintah desa dan pemhamglesa dapat
ditingkatkan. Pelaksanaan pendapatan desa, askkthsatu bentuk dari
kegiatan - kegiatan pembangunan desa dimana elssbtit berwenang dan
berkewajiban untuk memakmurkan kesejahteraan tdesemndiri. Jadi
anggaran merupakan kebijaksanaan pemerintah yerggrten dalam angka
dimana angka — angka tersebut merupakan uraiapdbesar pengeluaran
dan rencana penerimaan dalam satu tahun mend&angengertian diatas
menunjukkan bahwa anggaran adalah suatu rencagary@mggambarkan

perkiraan jumlah penerimaan dan pengeluaran.

E. Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Menurut Arsyad (1997: 86) mengatakan bahwa : “USildnggaran
merupakan suatu mata rantai sejak anggaran dirak@arsampai dengan
menjadi perhitungan anggaran “. Melihat pengeritiadapat diartikan siklus
anggaran sebagai suatu gambaran tentang lingkenagaris edar

berputarnya anggaran mulai dari titik permulaangsgrakhir dan kembali
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kepermukaan lagi. Dengan demikian apabila anggaraudah berjalan
sesuai dengan ketentuan— ketentuan, maka anggaisempurna siklusnya.
Secara kronologis Siklus Anggaran Pendapatan demjgaeDesa kemudian
yang disebut dengan APBDes menurut Arsyad (1997te9dapat 5 siklus

tahapan yaitu sebagai berikut :

Tahap Persiapan Anggaran.
Tahap Pengesahan APBDes.
Tahap Pelaksanaan Anggaran.
Tahap Pengawasan Anggaran.
Tahap Perhitungan APBDes.

O @, o =

Uraian secara ringkas dari 5 (lima) siklus/tahag@am anggaran

dan pendapatan desa tersebut adalah sebagai berikut

1. Tahap Persiapan Anggaran.

Mengenai proses persiapan rancangan anggaran aehlagai berikut :

1. Rencana Peraturan Desa mengenai APBDes oleh KBpak dan
BPD terlebih dahulu mengadakan tilik dusun.
2. Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes dimustavaar

dengan BPD untuk mencapai kesatuan pendapat secara

musyawarah dan mufakat.

3. Setelah rancangan mengenai APBDes disepakati dkihy Bhaka
rancangan dimaksud berubah menjadi Peraturan Desaemai
APBDes ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua .BP

4. Peraturan Desa yang telah ditanda tangan oleh &dpesa dan
BPD dengan dilampiri :

a. Daftar hadir para anggota BPD.
b. Risalah rapat BPD.

Selanjutnya disampaikan kepada Bupati selambanbdaya 15 (lima

belas) hari setelah rapat BPD, guna mendapatkayepahan.

2. Tahap Pengesahan APBDes.
Dalam langkah — langkah pengesahan APBDes sebagiaub :
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1. Menyampaikan keterangan RAPBDes kepada BPD, dalnmin
harus terperinci untuk masing — masing pos @elagan baik
yang sifatnya rutin maupun pembangunan untuk digi&lan
sebelum dikirim ke Bupati.

Menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDes kepaypiatiB

3. Dalam 30 (tiga puluh) hari sejak diterima Peratub&asa mengenai
APBDes, Bupati selambat — lambatnya harus sudahbekan
keputusan baik ditolak maupun diterima.

3. Tahap Pelaksanaan Anggaran.

Peraturan Desa mengenai APBDes yang telah disati&harBupati

setelah diterima oleh Kepala Desa, dan Kepala Belsagai

pelaksananya. Keputusan itu hendaknya tidak baeteftangan
dengan Peraturan Desa yang telah disahkan terutemganai

penggunaan yang ada.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tal@@il Pasal 81
dinyatakan bahwa “ Pelaksanaan pengeluaran dilakioéedasarkan
pada prinsip hemat, terarah dan terkendali sesumggah rencana

program atau kegiatan serta fungsi Pemerintah Desa

Dengan memperhatikan ketentuan diatas, maka temtanggaran
dipergunakan buku administrasi keuangan desa, @irsetnap
penerimaan dan pengeluaran keuangan desa hartet dief

bendaharawan desa.

4. Tahap Pengawasan Anggaran.
Pengawasan dilakukan secara umum oleh BPD dan\wasga
pemanfaataannya dilakukan secara ketat agar daedwe disalurkan

pada porsinya sesuai kebutuhan program.

Masyarakat dan BPD diberikan kebebasan untuk mietaku
pengawasan secara bertanggungjawab baik dalam gatanrmaupun
dalam hal penggunaannya. Pada akhir tahun angiefzaia Desa
wajib memberikan keterangan pertanggungjawabandeeB®D dalam

rapat BPD yang diadakan untuk laporan pertangguadjan kepada
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BPDyang diadakan untuk laporan pertanggungjawalsamgbaikan
kepada Bupati.

5. Tahap Perhitungan APBDes.
1. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentamgfupgan
APBDes untuk didiskusikan sebelum disahkan kepag=ai.
2. Peraturan desa mengenai APBDes yang telah disaiidarBupati
selambat — lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitomgai tanggal
pengesahan harus sudah dapat diterima oleh Kepgak D

F. ADD Dalam Menunjang APBDes
Berdasarkan pemikiran secara sederhana bahwa,ssdiah

keberhasilan pembangunan masyarakat desa ditenbigdapelaksanaan
Administrasi Desa khususnya dalam peningkatan AmggBendapatan dan
Belanja Desa (APBDes). Dalam keberhasilan menjalantengembangkan
desa memerlukan kondisi keuangan yang baik dalagepeaannya. Hal
tresebut sangat dibutuhkan oleh sebuah organisasnntahan yang ada
didesa menjalankan pemerintahan di desa. Salalpsatasukan yang cukup
besar di desa dalam APBDesnya adalah dengan a8éokasi Dana Desa
(ADD), ADD tersebut merupakan bantuan dari pemahmguna
pembangunan desa. Tingkat keberhasilan programaeguban masyarakat

desa juga ditentukan oleh tingkat kemampuan adtrasisiesanya.

Apabila Pemerintah Desa dapat meningkatkan peralapgd maka
pendapatan tersebut harus disusun dengan baik psartjelolaan Alokasi
Dana Desa yang baik pula akan dapat mendongkrangen desa dalam
merencanakan Penyusunan Anggaran Pendapatan danjaBeesa yang baik
akan sangat memberikan pengaruh terhadap pelaksdaagpengaturan
pendapatan desa bahkan dapat mendukung progranapguman desa.
APBDes sangat penting dalam upaya meningkatkangpaan desa, karena
APBDes bermanfaat meringankan desa dan menjadnmmeddalam
melaksanakan pembangunan, sehingga pendapatayatesberasal dari luar

APBDes dapat dipergunakan untuk hal yang lain.
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) alanpolak ukur,
pedoman kerja serta landasan untuk menyusun seatarra selama satu tahun
anggaran. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwggaran Penerimaan dan
Belanja Desa (APBDes) merupakan suatu pedoman. Karjdasan kerja serta
rencana kerja bagi Pemerintah Desa yang dinilagale uang, baik penerimaan
maupun pengeluaran desa dalam melaksanakan kegifttsgiatan pemerintahan

maupun pembangunan didesa.



BAB Il
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan suagtode penelitian
yang mempunyai fungsi untuk memperoleh data yalsyaa dengan tujuan dan
sasaran serta untuk mengadakan pendekatan terbagiak yang akan diteliti.
Metode penelitian adalah cara-cara berpikir, berlyamg dipersiapkan secara
baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencdppian penelitian
(Soeharto,1993:77)

Sehingga dengan memperhatikan tujuan penelitian nmaka jenis
penelitian yang akan digunakan adalah penelitisskrg®if kualitatif. Penelitian
deskriptif artinya bahwa peneliti ingin mengungkapkema yang diangkat secara
mendalam. Menurut Moh. Nazir, penelitian denganoahedeskriptif adalah suatu
metode dalam meneliti status kelompok manusiausoiayek, suatu sel kondisi,
suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peaigtada masa sekarang. Tujuan
dari penelitian deskriptif adalah untuk membuatkdpsif gambaran atau lukisan
secara sistematis, aktual dan akurat megenai fakta; sifat-sifat, serta
hubungan antar fenomena yang diselidiki (Moh. N2288:63)

Dengan metode deskriptif peneliti bisa saja memingkdn fenomena-
fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studip&@tif. Adakalanya
peneliti mengadakan klasifikasi, serta penelitiarhadap fenomena-fenomena
dengan menetapkan suatu standar atau suatu nenteratdi sehingga banyak ahli
menamakan metode deskriptif dengan nama surveiatdgr(normative survey)
dengan metode deskriptif ini juga diselidiki kedkdn (status) fenomena atau
faktor dan melihat hubungan antara satu faktor aengépktor yang lain.
Karenanya metode deskriptif juga dinamakan stadust(status study)

Sedangkan pendekatan kualitatif merupakan peneliyang tidak
mendasarkan pada nalar ilmiah semata, lebih daripgnlitian kualitatif lebih
memperhatikan aspek alamiahnya. Senada denganrddafiasi yang diberikan
oleh Bogdan dan Taylor (1975:5), bahwa: metode itatél sebagai kualitatif
sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan disd&riptif berupa kata-kata

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilangydiamati.
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Jadi, penelitian kualitatif dilakukan disuatu tempdau lokasi tertentu
yang terbatas (sebagai site dari kasus yang ditelittuk meneliti secara
mendalam pokok masalah yang dijadikan kasus. &kshihakan dalam suasana
yang wajar atau ilmiah, dalam berbagai konsep,gkaiehipotesis, dan bahkan
teori dikembangkan berdasarkan kenyataan atau datéapangan. Proses
penelitian kualitatif, berbentuk siklus, tidak lagigsung linear sebagaimana yang
umum dilakukan dalam penelitian konvensional. Dalanoses yang berbentuk
siklus tersebut, kegiatan pengumpulan data dansendata berlangsung secara
simultan.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada dasarnaya adalah tahap avgidup permulaan
yang dipilih sebagai wilayah penjelasan umum dpalertama penelitian
sehingga peneliti akan memperolah gambaran umumygheuh) tentang
subyek yang diteliti (Faisal,1992:42). Ada dua nuakiertentu yang peneliti ingin
mencapainya dalam menetapkan fokus. Pertama, pametdokus dapat
membatasi studi. Jadi, dalam hal ini fokus akan bagasi bidang inkuiri. Kedua,
penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kritein&lusi-eksklusi atau
memasukan-mengeluarkamdlusion-exclusion criterip suatu informasi yang
baru diperoleh dilapangan.

Adapun fokus dari penelitian ini adalah sebagakibér

1. Peranaan Alokasi Dana Desa dalam pengelolaagakag Pendapatan
Belanja Desa

a. Peranaan Alokasi Dana Desa dalam APBDes

b. Pembahasan Alokasi Dana Desa dalam APBDes

c. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam APBDes

2. Pemanfaatan ADD dan sumber pendapatan desa gtkgyf dalam
menunjang APBDes bagi pemanfaatan :
a. Pemanfaatan bagi masyarakat
b. Pemanfaatan bagi aparatur desa
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi :
e. Faktor kendala-kendala atau penghambat
f. Faktor pendukung
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C. Lokasi Dan Situs Penelitian
Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitiatlapenangkap keadaan

sebenarnya dari objek yang diteliti. Menurut Stsadsn Islam (1993;50-51),
penetapan lokasi penelitian didasari oleh pertigharberikut;

1. Kesesuaian dengan substansi penelitian

2. Mampu memberi entry berupa proses, program, strulkiteraksi dan

sebagainya yang sesuai dengan kebutuhan deskaptifmendalam

3. Dapat menerima kehadiran peneliti dalam waktu yarkgip lama.
Sehubungan dengan pertimbangan diatas, maka Ipkasilitian ini adalah di
Kabupaten Ponorogo Jawa Timur

Sedangkan situs penelitian adalah tempat dimarasstya peneliti
menangkap keadaan sebenarnya dari obyek yandid&élis dari penelitian
ini adalah : Kantor Desa Kauman Kecamatan Kaunedrudaten Ponorogo

D. Sumber Data

Sumber data adalah orang-orang yang akan dijadikarasumber
penelitian dimana orang-orang tersebut memperkayantemperpadat informasi
tentang permasalahan yang menjadi pusat perha#imalih. Sehingga sumber
data dianggap menguasai dan mampu memberikan alagedyperlukan.

Sesuai dengan metode penelitian yang mempergurjak@n penelitian
deskriptif maka sumber data penelitian adalah selmagikut:

a. Data primer

yaitu data yang didapatkan langsung dari sumbeyarag diamati dan
dicatat untuk pertama kalinya. Dalam penelitiardiziia primernya adalah
informasi yang dihimpun dari staf Kantor Desa KannKecamatan Kauman
Kabupaten Ponorogo, antara lain dari Kepala D&sgpala BPD, serta dari
Staf-staf kantor desa Kauman

b. Data sekunder
yaitu data yang mendukung data primer berupa lagaf@oran dokumen,
media massa, makalah, dan data pendukung penelitian
E. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data adalah langkah yang sangat pedélagn metode
ilmiah, karena data yang dihasilkan ini diusahakiapat dipergunakan untuk

memecahkan masalah. Oleh karena itu, data ter$elsus valid yaitu dengan
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menggunakan metode penelitian lapang@eld( research. Adapun cara yang
akan digunakan dalam mengumpulkan data pada paneft adalah:
1. Interview/wawancara

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan petunjolum wawancara.

Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara mermé@ngka dan

garis besar pokok-pokok yang ditanyakan dalam pgros@wancara

(Patton dan Moelong, 2001:136). Terdapat dua j@aisancara:

a. Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dalanmakukan
wawancara telah dibekali daftar pertanyaan yang akajukan pada
informan seputar data-data yang dibutuhkan olelelgen

b. Wawancara tak terstruktur vyaitu jenis wawancara agim
pewawancara menentukan sendiri pertanyaan yangkdraj pada
informan. Dengan wawancara tak terstruktur ini makan diperoleh
informasi lebih luas mengenai fenomena yang ditelit

2. Observasi
Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan pergam langsung
dilapangan untuk melihat secara langsung yang rieoigyek penelitian.
3. Dokumentasi
Suatu teknik pengumpulan data yang mengambil dataddkumen, arsip,
brosur, majalah, koran, dan internet yang sesuagate masalah yang
diteliti.
F. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakaneliti untuk
mendapatkan atau mengali data dalam penelitiamaséstaih akurat dan obyektif.
Adapun instrumen yang digunakan antara lain:
a. Peneliti sendiri
b. Pedoman wawancara{erview guide
c. Buku catatan lapangafidld notg
G. Analisa Data

Data yang telah diperoleh dari situs tunggal kemwudikan diolah dengan

menggunkan metode analisa yang sesuai dengan tupuaik meringkas atau

menyederhanakan data agar lebih dapat berarti dgat ddiinterpretasikan,
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sehingga masalah dapat dipecahkan. Adapun prosaésaardalam metode
kualitatif ini dilakukan sejak awal dan sepanjangsgs penelitian berlangsung.
Dalam penelitian ini digunakan analisis data modekraktif (Miles dan
Huberman, 1992:18-21) dengan prosedur :
1. Reduksi data
Data lapangan dituangkan dalam uraian atau lappaag lengkap dan
terinci. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkdipilih hal-hal yang
pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudigari tema atau
polanya. Reduksi data berlangsung secara terusruseselama proses
penelitian berlangsung.
2. Penyajian data
Dimaksudkan untuk memudahkan bagi peneliti gunahatelgambaran
secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu parelitian. Oleh
karena itu, dalam penelitian ini peneliti menyajikdata dalam bentuk
uraian naratif.
3. Menarik kesimpulan atau verifikasi
Peneliti berusaha untuk menggambarkan dari datg géxampulkan yang
dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifaiaténAkan tetapi,
dengan bertambahnya data melalui proses verifdesira terus menerus

akan dapat ditarik kesimpulan



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PENYAJIAN DATA
A.1. GAMBARAN UMUM

Untuk dapat menulis tentang bagaimana Peningkatenb& Pendapatan
Desa Malalui Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menugjainggaran
Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)dalam PenferiDiesa Kauman
Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, maka haretadik terlebih dahulu
kondisi Desa Kauman yang adalah obyek studi ataalp@n dari penulis ini.
a. Letak Geografis

Luas wilayah Desa Kauman * 85 Ha, yang terdiri da

- Tanah perkantoran = 0,6122 Ha
- Tanah persawahan = 287,6800 Ha
- Tanah pemukiman umum = 57,1428 Ha
- Tanah tegalan pekarangan = 39,2250 Ha
- Tanah sekolahan = 0,8571 Ha
- Tanah keagamaan =  0,6857 Ha
- Tanah makam desa = 0,6428 Ha
- Tanah jalan desa = 60,8163 Ha

Desa Kauman terdiri dari 6 (enam) dusun atau dugaiby : Merbot,
Sejeruk, Dukuh Tengah, Tamanaan, Kepek, Banyuarum.

Kondisi Geografis Desa Kauman adalah sebagaidterik

a. Ketinggian tanah dari permukaan air laut 50 Km

b. Banyaknya curah hujan 14 mm / tahun

c. Suhuudararata —rata 32 C

Sedangkan orientasi jarak pemerintah desa dengan

a. Pusat kedudukan Kecamatan 0 Km

b. Ibukota Kabupaten 8 Km

Adapun batas dan luas Wilayah

Batas Desa
- Sebelah Utara = Ds. Bangunrejo Kec. Sukorejo
- Sebelah Timur = Ds. Golan Kec. Sukorejo DsaCar
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Kec. Kauman
- Sebelah Selatan = Ds. Sumoroto Kec. Kauman
- Sebelah Barat = Ds. Carangrejo Kec. Sampung

b. Keadaan Penduduk
1. Jumlah Penduduk

yang terdiri dari penduduk laki — laki 2.964 jiwardpenduduk perempuan
2.895 Jumlah penduduk Desa Kauman pada tahun 20@#dt sebanyak 5.859
Jjiwa jiwa.

Selanjutnya untuk memperjelas bahasan diatas daipaat pada data
tentang penduduk Desa Kauman Sebagai berikut :

2. Mata Pencaharian

Penduduk di Wilayah Desa Kauman mayoritas matagien@n di sektor
pertanian, disamping sektor — sektor lain sepemntiak, pedagang dan lain — lain.

Dalam perkembangannya ada beberapa penduduk yamgjrim&kan areal
sawahnya untuk kebutuhan pemukiman wilayah masiigatarelatif rendah
jumlahnya, hal ini disebabkan oleh adanya perkegdranumlah penduduk,
pembangunan gedung dan usaha lainnya.

Dibidang pertanian, sebagian masyarakat desa slagst menerapkan cara
atau system pertanian yang lebih baik menggunakanngenerapkan berbagai
program pemerintahan antara lain dengan Sipra Undais Bimas Inmas.

Walaupun demikian penerapan system atau caraitadiguga ada, yang
digunakan oleh masyarakat yang masih rendah pdngataya dan
pendidikannya dibidang pertanian.

Untuk lebih jelasnya mengetahui mata pencahariadysfuk Desa Kauman
dapat dilihat dari tabel berikut :



TABEL 1

Mata Pencaharian Penduduk Desa Kauman
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Tahun 2006

No. Mata Pencaharian Jumlah
1 Petani 1340 Jiwa
2 Buruh Tani 2340 Jiwa
3 Pedagang 65 Jiwa
4. PNS 91 Jiwa
5. TNI dan POLRI 26 Jiwa
6. Guru 81 Jiwa
r Pensiunan 34 Jiwa
8. Mantri Kesehatan 3 Jiwa
9 Bidan 1 Jiwa
10. Tenaga Medis 6 Jiwa
11. Dukun Bayi 2 Jiwa
12. Tukang Batu - Jiwa
13. Tukang Kayu 7 Jiwa
14. Tukang Jahit 19 Jiwa
15. Sopir 38 Jiwa
16. Reparasi Sepeda Motor 6 Jiwa
17, Reparasi Sepeda Pancal 4 Jiwa
18. Tukang Bubut 1 Jiwa
19. Tukang Mebel - Jiwa
20. Tukang las 5 Jiwa
21, Tukang Ojek 6 Jiwa
29 Tukang Besi - Jiwa
23, Tukang Tenun - Jiwa
o4 Lain — Lain - Jiwa

Jumlah 4053 Jiwa

Sumber : Sekretaris Kantor Desa Kauman
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Pada tabel diatas dapat diketahui sebagian besdahjupenduduk Desa
Kauman bermata pencaharian atau bergerak dise&ttangan jika dibandingkan
dengan sektor lain.

3. Tingkat Pendidikan
Wilayah Desa Kauman merupakan salah satu desaadink@an Kauman
Kabupaten Ponorogo, desa ini dipandang cukup mdjmana terpenuhi
pembangunan desa berjalan dengan baik secara attasniyang rapi, tertib dan
bertanggujawab.

Hal ini ditunjang oleh tingkat pendidikan yang dikii oleh masyarakat
maupun struktur pemerintah Desa Kauman, karenaabiratau tidaknya
perkembangan atau pembangunan desa juga ditentl&hnpendidikan yang
dimiliki oleh masyarakat dan perangkat pemerintalesa, dengan pendidikan
yang tinggi dan penguasaan pengetahuan yang luesjanakat dan perangkat
desa terus berusaha kearah yang lebih maju.

Berikut ini tabel 2 (dua) yang memuat tingkat peidin penduduk Desa
Kauman :

Tabel 2

Berdasarkan Pendidikan penduduk Desa Kauman

Tahun 2006
No. Mata Pencaharian Jumlah (orang)
1 Tidak Tamat Sekolah 624 Jiwa
2 Tamat SD / Sederajat 445 Jiwa
3 Tamat SLTP / Sederajat 989 Jiwa
4 Tamat SLTA / Sederajat 625 Jiwa
5 Perguruan Tinggi 85 Jiwa
Jumlah 2.768 Jiwa

Sumber : Sekretaris Kantor Desa Kauman
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c. Potensi Desa

Seperti yang telah diuraikan terlebih dahulu, balpestensi Desa Kauman
sangat besar dibidang pertanian, hal ini berakibayoritas jumlah penduduk
bergerak, atau bermata pencaharian dibidang pantamamun hal ini tidak
menutup kemungkinan bagi penduduk untuk giat —lggatisaha dibidang lainnya
seperti pedagang, pengerajin dan lain — lain.

Berikut ini macam — macam potensi desa yang ada pada Kauman

1. Areal Sawah : 287,08 Ha

2. Ladang . 60 Ha

3. Kelompok Tani terdiri dari . 9 Kelompok

4. Untuk kebutuhan lain bagi masyarakat . transportaantar

dusun belum memadai karena prasarana jalan behspali
Namun kedua hal tersebut bukanlah halangan yaragtbbagi masyarakat
desa untuk terus berusaha dalam mencapai kesejamterasyarakat yang adalah
merupakan tujuan utama pembangunan desa.
d. Susunan Organisasi
Pemerintaha Desa terdiri dari Kepala Desa dan BRBdidantu oleh
Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Des&Képala — Kepala Dusun.
Sebagai pedoman yang telah ditentukan Keputusartekiddalam Negeri
Nomor 64 Tahun 1999, susunan organisasi pemertiesa terdiri dari :
Kepala Desa
Badan Perwakilan Desa
Perangkat Desa
Perangkat desa terdiri dari :
1. Sekretaris Desa
2. Kepala — Kepala Urusan
3. Kepala — Kepala Dusun
Dapat dilihat dalam gambar mengenai susunan omgEn®emerintahan

Desa Kauman sebagai berikut :
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Gambar 1
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN DESA KAUMAN
KECAMATAN KAUMAN

KEPALA
DESA
Pranyoto SPD
SEKSI —
SEKSI
SEKRETARIS
DESA
Supaarjoko
KAUR KAUR KAUR
PEMB. KEU. KESRA.
. . Choirul
Juari Mardikun Mahmudi
KADUS. KADUS. KADUS. KADUS.
Kepek Banyuarum Sejeruk Merbot
Parno Sunar Hadi Warso

Sumber : Sekretaris Kantor Desa Kauman

Keterangan Gambar :

1.

Kepala Desamempunyai tugas dan kewajiban :
a. Memimpin Penyelengaraan Pemerintah Desa
b. Membina Kehidupan Masyarakat Desa

c. Membina Perekonomian Masyarakat
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d. Memelihara Ketentraman dan Ketertiban MasyarakagDe
2. Sekretaris Desa :
a. Unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam mekpian
hak dan wewenang serta kewajiban pimpinan peméragaa.
b. Apabila Kepala Desa berhalangan, maka Sekretasa Pang
menjalankan tugas dan wewenang Kepala Desa.
3. BPD:
BPD adalah Lembaga Permusyawaratan yang berfungsi
mengayomi adat istiadat membuat Peraturan Desammamg
semua aspirasi masyarakat serta melakukan pengavessadap
penyelenggaraan pemerintahan desa.
4. Perangkat Desa :
Perangkat Desa dapat dipilih dan atau diangkattgemilihan
sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setesgita
penduduk desa yang memenuhi persyaratan dan bgutaggawab
kepada Kepala Desa. Perangkat Desa ditetapkan rd&mgaitusan
Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.

Program kerja yangt ada di desa kauman menurilitrhasyawarah antara
BPD, kepala desa, perangkat desa, serta lembagaipgahan yang terkait
sebagai berikut :

Sebagai wujud pelaksanaan Pemerintahan Desa Kaufemamatan
Kauman Kabupaten Ponorogo dibidang Pemerintahaimmb&sgunan dan
Kemasyarakatan, maka dipandang perlu menetapkananderja Tahun 2006;

Sehubungan dengan kinerja guna melayani masyaraiaia dipandang
perlu menetapkan Program Kerja Tahun 2006 dengamuamgkannya dalam
Peraturan Desa; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2@0daig Pemerintahan
Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 200%aig@ Pedoman Umum
Pengaturan Mengenai Desa; Keputusan Menteri Dalagefl Nomor 63 Tahun
1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaaistii@han dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan; KsgmutiMenteri Dalam
Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umungd®aran Mengenai
Desa; Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2000 Terfamgbentukan Badan
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Perwakilan Desa; Peraturan Daerah Nomor 19 Tah®® d@ntang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa; Keputusan BPD DesandfalKecamatan

Kauman Kabupaten Ponorogo Nomor : 140/ /405.6060BAD/2006 Tentang

Persetujuan BPD Kauman Kecamatan Kauman Kabupateorégo terhadap

Rancangan Peraturan Desa Kauman Kecamatan Kaumaump#tan Ponorogo
Tentang Program Kerja Tahun 2006; Risalah Sidadgr§j dan Rapat-Rapat BPD
Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponoroggem&npembahasan
Rancangan Peraturan Desa Kauman Kecamatan Kaumaup#tan Ponorogo
Tentang Program Kerja Tahun 2006;

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

a. Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan istcedat
setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahanoh&sidan
berada di Daerah Kabupaten;

b. Kepala Desa adalah Penyelenggara PemerintaharnyBega
dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. dan BPD;

c. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Peranggat De

d Badan Perwakilan Desa selanjutnya disebut BRIaadadan
Perwakilan Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten
Ponorogo;

e Peraturan Desa adalah Peraturan Desa yangp#aataleh Kepala
Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa Kauma
Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo;

f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selgajdisebut
APBD adalah Reacana Operasional Tahunan ProgrammuJUmu
Pemerintahan dan Pembangunan Desa Kauman Kecamatan
Kauman Kabupaten Ponorogo yang dijabarkan dalarkeaaggka
rupiah, disatu sisi mengandung perkiraan Peneringzandisatu
sisi lain rencana Pengeluaran atau Belanja;

g. Program Kerja adalah rencana kegiatan Pemerintalif@dang

Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang
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dilaksanakan selama 1 (satu) Tahun Anggaran;

Program Kerja Tahunan sebagaimana dimaksud padagbasan tentang
Peraturan Desa ini meliputi Bidang ; PemerintalRambangunan, dan Bidang
Kemasyarakatan.

Dalam pelaksanaan Program Kerja Tahunan sebagaidiamaksud pad:a
Pasal 2 Peraturan Desa tersebut berjumlal2@®p672.432,{DuaRatus Lima
Juta Enam Ratus Tuju Puluh Dua Ribu Empat Ratus Figuh Dua Rupiah).
Dana sebagaimana dimaksud ada Pasal 3 PeraturannbDégperoleh dari
Pendapatan Asli Desa, Bantuan Pemerintah. dan &aulari pihak lain yang
tidak bertentangan dengan aturan dan ketentuanbgaku. Dana Penerimaan
dan Pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud padar&eidesa ini adalah

sebagai berikut :

1. Penerimaan Rp. 205.672.432,;
2. Pengeluaran Rutin Rp. 100.572.432,-
3. Pengeluaran Pembangunan Rp. 105.100.000;

Susunan dan bentuk Program Kerja Tahunan sebagaidnaaksud akan
menjadi bagian yang tak terpisahkan dari PeratDesa ini.
a. Bidang Pemerintahan ;

1. Terwujudnya pengisian Perangkat Desa dan Staf taelaeDesa yang
memenuhi kriteria sebagai Pamong Praja yang menapudaya hasrat
meningkatkan taraf hidup masyarakat desa;

2. Peningkatan kemampu‘‘“an aparat terhadap penyejeraan tertib
Administrasi Pemerintahan Desa;

3. Mewujudkan anggaran dana yang memadai guna menasabaa dan
prasarana Pemerintah Desa;

4. Peningkatan mutu pelayanan terhadap masyarakat;

b. Bidang Pembangunan ;

1. Meningkatkan/memperbaiki sarana jalan desals&mal mungkin untuk
menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat;

2. Meningkatkan kebersihan dan pemeliharaan saltgasi yang
digunakan sarana pengairan guna menghidupi matapanan pokok

masyarakat sebagai petani;
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3. Berusaha semaksimal mungkin untuk menggali swanegyarakat guna
kepentingan Pembangunan;

4. Bersama-sama dengan Lembaga Desa dan Tokoh Mdsatyddasa
memberikan penyuluhan kepada masyarakat dalam mdrangkan
dana Swadaya guna pembangunan sarana vital,

c. Bidang Kemasyarakatan ;

1. Memberikan kesadaran arti pentingnya keamananuimggn dan selalu
menghormati budaya bangsa terutama bagi anak darsga;

2. Mewujudnya. peningkatan pelayanan kesehatan bagyarakat;

3. Memberikan pelatihan anak dan remaja untuk menklapateahlian;

4. Memberikan sarana permainan anak;

e. Pendapatan Desa Oleh Pemerintah Desa.

Untuk mempelajari pendapatan desa oleh pemeraesh perlu dipelajari
masing — masing gejala penunjukan antara lain :aR&PD, Pemberian
Pengarahan, Penyuluhan Pelaksanaan Pemungutan pRemdaDesa serta
Pengawasan. Sehubungan dengan hal diatas selanplisajikan data masing —
masing gejala penunjukkan sebagai berikut :

1. RapatBPD.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentdPgmerintahan
Daerah, BPD merupakan lembaga permasyarakatan fadaman dari pemuka —
pemuka masyarakat yang ada di desa yang bersangkydag keputusan —
keputusannya ditetapkan berdasarkan musyawarah mafakat dengan
memperhatikan kenyataan — kenyataan yang hidup b#akembang dalam
masyarakat desa.

Didalam hubungan dan fungsi BPD sebagai wadah umigtkampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat desa, maka semuwancpeaan untuk
meningkatkan pendapatan desa yang bersangkutans h&hbih dulu
dimusyawarahkan dan dimufakatkan.

Dengan demikian BPD merupakan wadah guna mencda &apakat
melalui musyawarah apabila ada kebijaksanaan y&ag ailaksanakan oleh

pemerintah desa.
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Untuk lebih jelasnya tingkat kehadiran rapat BP[palakita lihat dalam
tabel berikut :
Tabel 3

Tingkat Kehadiran Anggota BPD
dalam Rapat BPD

Tahun 2006

PELAKSANA DIUNDANG (Orang) HADIR
BPD 13 13
Perangkat Desa 13 13
Tokoh Masyarakat 10 10
LKMD 10 10
RT 41 41
RW 18 18
PKK <) 5
Camat 1 1

Sumber : Sekretaris Kantor Desa Kauman

Keterangan . - Camat sebagai pengarah

- Perangkat Desa, Tokoh — Tokoh
Masyarakat, LKMD, RT, RW, dan PKK
sebagai Peninjau atau Pendengar.
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Berikut ini adalah struktur organisasi BPD Kaumaac&matan Kauman

Kabupaten Ponorogo :
Tabel 4

Susunan BPD Desa Kauman

Tahun 2006
No NAMA JABATAN
1 Sarmidjan Hadi Saputro Ketua
2 Slamet Riyadi, Ba Wakil Ketua |
3 Gunawan Setyoko, St Wakil Ketua Il
4 Harmanto Kabid. Pemerintahan
5 Winarno Anggota
6 Andri Yudaistika Anggota
7 Kabid. Pembangunan
8 Puguh Wiyono Anggota
9 Yaman Ismanto, St Anggota
10 | Drs. Abdul Rosyad Kabid. Kemasyarakatan
11 | Ahmad Zaenuri Anggota
12 | Sumarno Anggota
13 | Meserun Anggota

Sumber : Sekretaris Kantor Desa Kauman

2. Rapat Pengarahan

Yang dimaksud dengan rapat penyuluhan dalam studalah pemberian
penjelasan — penjelasan serta penyampaian peryatay bersifat umum dari
Kepala Desa kepada petugas — petugas pemungutgaganl@agar semua tindakan
yuang dilakukan mengarah kepada tujuan yang aketapkan.

Dalam hubungan ini kiranya dapat dimaklumi bahwaga@& penjelasan —
penjelasan serta petunjuk — petunjuk yang baik npsd@ petugas akan lebih
memahami tugas — tugas mereka yang mana yang Haelesaikan dengan
mantap dan penuh rasa tanggungjawab sehingga degatukung tercapainya

hasil pendapatan desa secara baik.
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Bertitik tolak dari hasil pembahasan diatas kiradgpat dipahami bahwa
apabila Kepala Desa memberikan pengarahan yankepdda petugas — petugas
pemungut pendapatan desa, maka para petugasnadaksanakan tugas —
tugasnya dengan baik dan sebagai akibatnya pemmag#wapatan desa akan
bertambah semaik baik.

Setelah diikuti jalannya pemikiran diatas kiranyapat dipahami bahwa
rapat pengarahan juga mempengaruhi terhadap pendcigsa.

Peraturan-peraturan pungutan atau salah satu syrabegapatan desa
Kauman adalah sebagai berikut :

Pungutan Desa Kauman menurut peraturan desa askelb@yai berikut :
Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang penyelerggar
Pemerintahan, dan
Pelaksanaan Pembangunan diperlukan dana yang
memadai.
b. Bahwa salah satu sumber dana untuk menunjang
penyelenggaraan Pemerintahan, dan Pelaksanaan
Pembangunan Desa Kauman diperoleh dari
Pungutan Desa Tahun 2006.
c. Bahwa Pungutan Desa seperti dimaksud pada butir a
dan b konsideren ini perlu di tuangkan dengan
Peraturan Desa.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2084tang
PemerintahanDaerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai
Desa;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun
1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan
Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa/Kelurahan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14

Tahun 2000 Tentang Pembentukan Badan
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Perwakilan Desa;

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000 Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 21
Tahun 2000 Tentang Peraturan Desa;

Keputusan BPD Desa Kauman iKatan Kauman
Kabupaten @ Ponorogo Nomor :  140/..04..
....[405.60.05.16/BPD/2006 Tentang Persetujuan
BPD Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten
Ponorogo terhadap Rancangan Peraturan Desa
Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo
Tentang Pungutan Desa Tahun 2006;

Risalah Sidang-Sidang dan Rapat-Rapat BPD Desa
Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo
mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Desa
Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo

Tentang Pungutan Desa Tahun 2006;

Dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa Kaumarankaen Kauman

Kabupaten Ponorogo memutuskan

Menetapkan ;

Peraturan Desa Kauman Kecamatan KauKaoupaten

Ponorogo Tentang Pungutan Desa. Tahun 2006

Dengan

Pasal 1

Peraturan Desa ini Pemerintah Desa Kauman

melaksanakan Pungutan Desa.

Pasal 2

Pungutan Desa. seperti dimaksud pada pasal 1 ReraResa ini

adalah Pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah D&maman

terhadap warga masyarakat desa dan atau warga nalestyalesa

lainnya baik berupa uang maupun lainnya untuk m@mgn

penyelenggaraan Pemerintahan dan PembangunanalK2aman.

Pasal 3
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Besarnya Pungutan Desa seperti dimaksud padazBsahturan

Desa ini adalah sebagai berikut

1. Pungutan Jual Bali / Hibah Tanah, pembeli / pengrinbah
penduduk dalam desa dari nilai taksir harga per1R©000.000,-
sebesar Rp. 50.000,- maksimal Rp. 500.000,-.

2. Pungutan Jual Bell / Hibah Tanah, pembeli / penrimbah
penduduk luar desa dari nilai taksir harga per Rp000.000,-
sebesar Rp. 50.000,- maksimal Rp. 750.000,-.

3. Pungutan Warisan Tanah dari nilai taksir harga [py.
10.000.000,- sebesar Rp. 50.000,- maksimal 306.000,

4. Pungutan Jual Beli bangunan dari nilai taksir hapga Rp.
10.000.000,- sebesar Rp. 20.000,- maksimal Rp083.0
Pungutan ljin keramaian sebesar Rp. 10.000,-

Pungutan N TCR:

-Nikah sebesar Rp. 30.000,-
- Talag/Cerai sebesar Rp. 30.000,-
-Rujuk sebesar Rp. 30.000,-

N

Pelayanan Surat Legalisasi Surat di Kantor Kepa&isaD
- ljin mendirikan bangunan sebesar Rp. 30.000,-
- Pindah tempat sebesar Rp.
10.000,-
- Bepergian dalam Jawa sebesar
Rp. 5.000,-
- Bepergian luar Jawa sebesar
Rp. 10.000,-
- Bepergian luar negri sebesar
Rp. 20.000,-
- Surat keterangan Catatan Kepolisian sebesar Rp0,5.0
- Surat kelahiran sebesar Rp. 5.000,-
Surat keterangan, penduduk, kurang mampu, kelghiran

kematian, belum menikah sebesar Rp. 5.000,-

Legalisasi, akte kelahiran, KTP sebesar Rp. 5.000,-
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- Surat potong kayu per batang se besar Rp. 10.000,-

- Penerimaan wesel per Rp. 100.000,- sebesar Rff,1.00
- Penerimaan cek dari luar negeri sebesar Rp. 15.000,

- Surat mendirikan ijin usaha sebesar Rp. 25.000,-

- Surat ijin pinjaman Bank sebesar Rp. 10.000,-

Pasal 4

(1) Hasil Pungutan Desa ini dimasukkan dalam Anggasrd&patan
dan Belanja Desa,;

(2) Kepala Desa bertanggung jawab terhadap pengelbsh
Pungutan Desa,

Pasal 5

(1) Pungutan Desa ini mulai berlaku mulai tanggal Ituda 2006;

(2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekehirdalam
penetapannya maka akan diadakan pembetulan selaagiam
mestinya;

Dalam Rapat antara BPD dengan Kepala desa dant-ajparat terkait
sebagaimana tersebut diatas telah diperoleh kapmkae mengenai hasil
pembicaraan para peserta rapat mengenai hal-regaidierikut :

1. Bahwa penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksd@aabangunan di
Desa Kauman dapat berjalan dengan lancar bila diduloleh tersedianya
dana yang memadai.

2. Bahwa salah satu sumber dana untuk membiayai ReTggdraan
Pemerintahan dan Pelaksanaan Pernbangunaan diKRaszan di peroleh
dari hasil Pungutan Desa.

3. Bahwa untuk maksud-maksud sebagaimana tersebuppadhl dan 2 diatas
Pemerintah Desa Kauman perlu melaksanakan PunBesa yang besarnya
disesuaikan dengan kemampu&ohdisi sosial ekonomi warga masyarakat
desa serta menuangkan dalam Peraturan Desa.

4. Bahwa Pungutan desa dimaksud meliputi:

a. Pungutan Jual Beli / Hibah Tanah, pembeli £pema hibah penduduk

dalam desa.
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b. Pungutan Jual Beli / Hibah Tanah, pembeli pema hibah penduduk
luar desa.

Pungutan Warisan Tanah.

Pungutan Jual Beli bangunan.

Pungutan ljin keramaian

Pungutan N T CR:

- Nikah

- Talag/Cerai

- Rujuk

g. Pelayanan Surat/Legalisasi Surat di Kantor Kepasa :

LD £yl

- ljin mendirikan bangunan.

- Pindah tempat.

- Bepergian dalam Jawa

- Bepergian luar Jawa.

- Bepergian luar negri.

- Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

- Surat kelahiran.

- Surat keterangan, penduduk, kurang mampu, kelahir
kematian, belum nikah. Legalisasi, akta kelahikdhD

- Surat potong kayu.

- Penerimaan wesel,

- Penerimaan cek dari luar negeri.

- Surat mendirikan ijin usaha.

- Surat ijin pinjaman Bank.

5. Kesimpulan dari basil musyawarah mufakat rapatah sebagai berikut :
1. Pungutan Jual Beli / Hibah Tanah, pembeli / pengtimbah penduduk
dalam desa dari nilai taksir harga per Rp. 10.0I@-Csebesar Rp.

50.000,- maksimal Rp. 500.000,-.

2. Pungutan Jual Beli / Hibah Tanah, pembeli / penitiibah penduduk
luar desa dari nilai taksir harga per Rp. 10.000,0€ebesar Rp. 50.000,-
maksimal Rp. 750.000,-.

3. Pungutan Warisan Tanah dari nilai taksir hargaRyer10.000.000,-
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sebesar Rp. 50.000,-maksimal 300.000,-.

4. Pungutan Jual Beli bangunan dari nilai taksir hgrgaRp. 10.000.000,-
sebesar Rp. 20.000,-maksimal Rp. 50.000,-.

5. Pungutan ljin, keramaian sebesar Rp. 10.000,-

6. Pungutan NTCR:

- Nikah sebesar Rp. 30.000,-
- Talag/Cerai sebesar Rp. 30.000,-
- Rujuk sebesar Rp. 30.000,-

7. Pelayanan Surat/Legalisasi Surat di Kantor Kepa&saD

- ljin mendirikan bangunan sebesar Rp. 30.000,-

- Pindah tern-oat sebesar Rp. 10.000,-

- Bepergian dalam Jawa sebesar Rp. 5.000,-

- Bepergian luar Jawa sebesar Rp. 10.000,-

- Bepergian luar ngeri sebesar Rp. 20.000,-

- Surat keterangan Catatan Kepolisian sebesar.Bf05

- Surat kelahiran sebesar Rp. 5.000,-

- Surat keterangan, penduduk, kurang mampu, kelahikematian,
belum nikahsebesar Rp. 5.000,-

- Legalisasi, akte kelahiran, KTP
sebesar Rp. 5.000,-

- Surat potorg kayu per batang sebesar Rp. 16.000,

- Penerimaan wesel per Rp. 100.000,- sebesar.&q0,1

- Penerimaan cek dari luar negeri sebesar Rp0Q5.0

- Surat mendirikan ijin usaha sebesar Rp. 25.000,-

- Surat ijin pinjaman Bank sebesar Rp. 10.000,-

3. Penyuluhan.

Kiranya dapat dipahami bahwa dalam rangka memberigangertian
kepada warga desa akan pentingnya pemasukan pémtdapi@sa guna
pembiayaan pembangunan desa maka dipandang péakukdin penyuluhan
kepada warga desa agar mereka dapat mendukungppenrcéujuan.

Kegiatan penyuluhan oleh pemerintah desa ini ddpaksanakan dibalai

desa ataupun dengan kunjungan — kunjungan ke kelomgelompok.
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Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa semakingsga diadakan
penyuluhan tentang usaha pendapatan desa diharapidan meningkat pula
kesadaran masyarakat tentang arti penting pendagasa.

Petugas — petugas yang memberi penyuluhan kepadgarakat Desa
Kauman antara lain :

- Perangkat Desa

- LKMD

- PKK

Untuk lebih jelasnya penyuluhan di Desa Kauman D#ja lihat pada

tabel dibawah ini :

Tabel 5
Penyuluhan Desa Kauman
Tahun 2006
Tahun Bulan Jumlah Penyuluhan
2005 1-12 12
2006 1-12 12
JUMLAH 24

Sumber : Sekretaris Kantor Desa Kauman

4. Pelaksanaan Pendapatan Desa.
Untuk memperoleh kejelasan pendapatan desa, redkaibh dahulu perlu
mengetahui beberapa macam pendapatan desa.
Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2e@#ang
Pemerintahan Daerah bahwa pendapatan desa tedliri d
a.
endapatan Asli Desa
4.a. Pendapatan asli desa itu sendiri terdiri dari :
1. Hasil tanah — tanah kas desa
Hasil swadaya dan aprtisipasi masyarakat desa
Hasil gotong royong

Pungutan sah desa

3oen 2T

Lain — lain dari usaha desa
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4.b. Pendapatan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi
- Bagian dari perolehan pajak diretribusi daerah dan
- Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan

daerah yang dikirim oleh Pemerintah Kabupaten.

4.c. Pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah

4.d. Sumbangan dari Pihak Ketiga

4.e. Pinjaman Desa

Sebagai salah satu wilayah desa administrasi Dasan&n memiliki alam

dan sumber data yang cukup di masyarakat, dengabesudaya kondisi alam

yang ada dapat diusahakan semaksimal mungkin. Bagbangunan desa dan

pengembangan desa demi kemakmuran masyarakahduise

Kekayaan Desa Kauman berupa tanah desa dan baalaa, imrta benda /

pusaka desa, potensi desa, sarana dan prasarangulegutan sah desa dengan

rincian sebagai berikut :

1).

2).

3).

Tanah Desa

Tanah Desa terdiri dari :

a. Sawah : 287,08 Ha

b. Ladang . 277,643 Ha

Badan Usaha

Badan usaha Desa Kauman adalah Usaha Ekonomi Desa
yang sifatnya hampir sama dengan Koperasi, akapitet
Usaha Ekonomi Desa bertanggungjawab langsung kepada
Kepala Desa.

Potensi Desa

Sebagai salah satu daerah yang terletak didataaamn
dengan suhu udara yang panas, Desa Kauman mempunyai
potensi desa sangat besar dibidang pertanian, salatyang
menjadi komoditi didesa Kauman adalah bidanng pema
padi. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan adany
bidang lain yang tumbuh dan berkembang didesa Kauma

seperti pedagang, peternak dan lain — lain.
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4). Harta Benda Pusaka Desa
Sumber — sumber pendapatan asli desa Kauman dajat j
dari benda — benda yang dimiliki oleh desa Kaumangy
berupa sawah atau tanah Kas desa yang dikelola oleh
perangkat desa.
5). Sarana dan Prasarana
Di Desa Kauman Terdapat sarana dan prasarana berupa
temapar tempat ibadah, gedung sekolah, perlengkiman
lapangan Volly, dIl.
6). Hasil Masyarakat
Sumber dari masyarakat berupa gotong — royong, ytang
desa, swadaya masyarakat, iuran dari partisipasigyian
sah desa, lain — lain hasil dari usaha desa ydng sa
6.1 Hasil dari gotong royong berupa kerja baktiya
1. Memperbaiki Kantor Desas
2. Memperbaiki / Membersihkan tempat ibadah
3. Memperbaiki / Membersihkan Saluran
4. Memperbaiki Jalan.
6.2 Swadaya Masyarakat :
1. Dana yang dipungut dari pajak
luran Petani Pemakai Air (HIPPA)
Bersih Desa

luran Desa

o C=papfN

Dan Lain — lain
B. Data Fokus Penelitian
a. Peranan Alokasi Dana Desa Dalam Pengelolaanespbd
1. Perencanaan Alokasi Dana Desa Dan APBDes

Pendapatan Desa selain dari pendapatan asli Dgaamendapat bantuan
dari pemerintah. Dana tersebut adalah Alokasi Daesa (ADD), dalam hal ini
ADD digunakaan sebagai tambahan pendapatan Des# W#sejahteraan
masyarakat serta aparat Desa.sesuai dengan Unaetagiy Nomer 32 Tahun
2004, telah diakui adanya otonomi yang dimiliki lolBesa dan kepada Desa
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dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian pdarerintah ataupun
pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan peateriertentu. Sedangkan
Desa diluar Desa gineologis yaitu bersifat adnraig seperti Desa yang
dibentuk karena pemekaran Desa, transmigrasi atasan lainnya yang
warganya majemuk/heterogen, maka melalui otononsaDa#apat tumbuh dan
berkembang mengikuti perkembangan Desa itu sendmisan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Desa mencakup urusan peaien yang sudah ada
berdasarkan hak asal usul Desa, urusan pemerinyam@nmenjadi kewenangan
Kabupaten/Kota yang didelegasikan kepada Desa,s tygambantuan dari
Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dan urusan peatemn lainnya yang oleh
peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa
Dalam penerimaan ADD mempunyai spesifikasi- spesf tertentu dalam
pemberian ke Desa.spesifikasi tersebut antaralalinat dari
a. Jumlah Penduduk
b. Tingkat Kemiskinan
c. Luas Wilayah
d. Tingkat Pendidikan Masyarakat
e. Pendapatan Asli Desa
Penerimaan bagi Desa yang tertinggal akan lebityddadi bandingkan
Desa yang mampu. Sebelum penerimaan ADD Desa Kauareagajukan Daftar
Rencana Usulan Kegiatan (DRUK).
Untuk mengetahui Daftar Rencana Usulan KegiatanAdakasi Dana Desa yang
akan dipergunakan untuk belanja rutin Desa Kaunmamalanya sebagai berikut ;
1. PIHAK KESATU yang dimana diwakili dari pihak Pemsah Kabupaten
Ponorogo menyetujui pembayaran Alokasi Dana Dedarlean kepada
PIHAK KEDUA yang dimana ketua BPD sebagaai wakili d@esa Kauman
penerimaan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima PulahRwpiah)
2. Penarikan/Pencairan Dana oleh PIHAK KEDUA dilakulsstara langsung
dari BPKD Kabupaten Ponorogo ke Rekening Tim Pela&sDesa sebesar
Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) meldank Jatim Cabang

Ponorogo setelah Surat Perjanjian ini ditandatangan
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3. PIHAK KEDUA wajib menyebar luaskan SPPD ini kepawlasyarakat umum

khususnya warga desa yang bersangkutan melalun gegreyumuman.

Tabel 6
RINCIAN PENGGUNAAN DANA
Kegiatan Kegiatan Blayg
; ¥ Operasional| PemberdayaanPemberdayaanPemberdayaan I
No | Uraian S3pelagiofgiyaptiasions Pemerintahan  Manusia Lingkungan Ekonomi Xy
BPD LKD Rp.
Rp. Rp. Desa Rp. Rp. Rp.
Rp.
1 2 < 4 5 6 7 8 C
1 Total Dan 3.000.000 | 2.500.000| 9.500.000 10.500.000 | 24.500.000 50.000
2 yang 3.000.000 | 2.500.000| 9.500.000 10.500.000 | 24.500.000 50.000
: Disetujui Z A ) ) ¢
Penarikan
Dana
Sisa
Dana

Sumber : Sekretaris Kantor Desa Kauman

Sedangkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan BE&lasga Tahun

2007. Dalam menentukan rancangan anggaran pendagdata belanja Desa,

penerintah Desa atau aparat Desa sudah mengetatkiiapn jumlah Alokasi

Dana Desa serta saldo dari anggaran tahun lalukURencana Penerimaan tahun
2007 dapat dilihat pada table 7 dibawah ini :
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Tabel 7
RENCANA PENERIMAAN
TAHUN 2007
An};%ieran Uraian Jumlah (Rp) Keterangan
1 2 3 4
P.1 Pos Sisa lebih perhitungan Tahun 2.951.582,
Lalu
P.2 Pendapatan Asli Desa
P.2.1 Sewa Tanah Kas Desa MT: 69.320.000, 86,65kt x
2007/2008 800.000
p.2.2 Sewa Sisa Tanah Kas Desa MT : 11.480.000,1 14,35kt x
2007/2008 800.000
P.2.3 Swadaya Masyarakat diri Dukuh
Merbot
P.2.4 Swadaya Masyarakat diri Dukuh
Sejeruk
P.2.5 Swadaya Masyarakat dari Dukuh
Tengah
P.2.6 Swadaya Masyarakat dari Dukuh
Tamanan
P.2.7 Swadaya Masyarakat dari Dukuh
Kepek
P.2.8 Swadaya Masyarakat dari Dukuh
Banyuarum
P.2.15 D. Pendapatan Pungutan Desa
P.2.15.1 | Pungutan Jual beli/hibah tanah 2.000.000,-
dalam Desa
P.2.15.1 | Pungutan Jual beli/hibah tanah Igar 600.000,-
Desa
P.2.15.2 | Pungutan Warisan 600.000,-
P.2.15.3 | Pungutan Jual beli bangunan 20.000,-
P.2.15.4 | Pungutan Keramaian 40.00@,0.000 x 4 org
P.2.15.5 | Pungutan Nikah 2.400.00030.000 x 80 org
P.2.15.6 | Pungutan Talag/Cerai 30.00(86.000 x 1 org
P.2.15.7 | Pungutan Rujuk 30.000,30.000 x 1 org
P.2.15.8 | Pungutan MB 30.000,30.000 x 1 org
P.2.15.9 | Pungutan pindah tempat 280.0000.000 x 28 org
P.2.15.10| Pungutan bepergian dalam jawa 35.0@0000 x 7 org
P.2.15.11| Pungutan bepergian luar jawa 20.0010-000 x 2 org
P.2.15.12| Pungutan bepergian luar negeri 120.0@Dm-000 x 6 org
P.2.15.13| Pungutan SKCK 350.0005.000 x 70 org
P.2.15.14| Pungutan surat kelahiran 120.008,000 x 24 org
P.2.15.15| Pungutan Surat Keterangan, 1.250.000,1 5.000 x 250 org

Penduduk, Kurang Mampu,
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Kelahiran, Kematian, Belum Nikah.

P.2.15.16| Pungutan Legalisasi, Akta 1.200,000,1 5.000 x 240 org
Kelahiran, KTP
P.2.15.17| Pungutan Surat Potong kAyu 50.0P00.00 x 5 org
P.2.15.18| Pungutan Penerimaan Wesel 315.000,-
P.2.15.19| Pungutan Penerimaan Cek dari luar 60.000,-| 15.00 x 4 org
negeri
P.2.15.20| Pungutan ljin Usaha 50.00®5.000 x 2 org
P.2.15.21| ljin Pinjaman Bank 150.000,10.000 x 15 org
E. p.3 | Pendapatan yang berasal dari
bantuan Pemerintah, Pemerintah
Propinsi dan, Pemerintah
Kabupaten
P.3.1 Pendapatan dari Pemerintah 65.008PD/K
P.3.2 Pendapatan dari Pemerintah
Propinsi
P.3.3 Pendapatan dari Pemerintah 12.600.000,1 HR BPD
Kabupaten 6.600.000 & PD
6.000.000
F. P.4 | G. Sumbangan dari Pihak Ke Tiga
P.5 Pendapatan lain-lain
P.5.1 Bagi hasil PBB dan BBHTB 4.000.00Pkeg. PBB
P.5.2 Sumbangan HUT RI 2.000.000Swadaya
JUMLAH 177.101.582

Sumber : Sekretaris Kantor Desa Kauman

Rencana Belanja Rutin Tahun 2007 Yang Melihat Pas Sebih

Perhitungan Tahun Lalu sebagai berikut :

Pos Sisa lebih perhitungan Tahun Lalu.

Pengahasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, -
Sekretariat Desa, dan Staf Sekretariat BPD

Penghasilan Kepala Desa

Penghasilan Sekdes

Penghasilan Kamituwo Merbot

Rp.8.000.0(0%

Rp.9.600.0

(20ktx800.000)
0D2kt x 800.000,-

Rp.3.600.008,5kt x 800.000,-
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Penghasilan Kamituwo Sejeruk Rp.3.600.000,5kt x 800.000,-
Penghasilan Kamituwo Tengah Rp.3.600-.00t)5kt x 800.000,-
Penghasilan Kamituwo Banyuarum Rp.4.800-.005kt x 800.000,-
Penghasilan Set Keuangan Rp.3.200-.0(4tk,t x 800.000,-

Penghasilan Jogoboyo Il/Set Pemerintah

Penghasilan Modin I/Set Administrasi Rp.3.200.004kt x 800.000,
Penghasilan Set Eko. Dan Pembangunan Rp.3.2C-)O.@@Dx 800.000,
Penghasilan Kabayan | Rp.1.600.;302kt x 800.000,
Penghasilan Petugas PPN Rp.800.-008jsa TNKD

Penghasilan Pembantu Desa urusan Pengaifp.1.200.000, Sisa TNKD

Dukuh Banyuarum -

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp.6d@N0 Kabupaten

Honor Petugas Pelaksana Kamitauwo Dkh. Rp.1.200.000, 100.000,-/bulan
Tamanan th. 2007 -

Uang kehormatan Kamituwo Dkh. Kepek darRp.3.600.000, 50% dan 50% dari

Honor Petugas Pelaksana Kamiruwo Dkh. - (4,5ktx800.000)
Kepek th. 2007

Uang kehormatan Jogoboyo lI/Staf Rp.3.200.000, 50% dan 50% dari
Pemerintah dan Honor Petugas Pelaksana - (4ktx800.000)

Jogoboyo lI/Staf Pem. Th. 2007

Uang Kehormatan Jogoboyo Il dan Honor Rp.2.000.000, 50% dan 50% dari
Petugas Pelaksana Jogoboyo Il th. 2007 - (2,5ktx800.000)
Uang kehormatan Jogoboyo Il dan honor Rp.1.800.000, 50% dan 50% dari
Petugas Pelaksana Sambong Il th. 207 - (2,25ktx800.000)



Uang kehormatan Kebayan Il dan Honor
petugas Pelaksana Kebayan Il th. 2007
Pembayaran untuk alat-alat tulis kantor
Pembiayaan ATK

Foto Kopi

Perawatan sarana kerja/inventaris Kantor
Biaya Pemeliharaan Bangunan MilikDesa
Pemeliharaan Kantor Desa
Pemeliharaan Balai Desa

Biaya Perjalanan Dinas

Perjalanan Dinas Kades ke
Kecamatan/Kabupaten

Perjalanan Dinas Carik ke

Kecamatan/Kabupaten
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Rp.1.000.000, 50% dan 50% dari
- (1,25ktx800.000)

Rp.500.000,-

Rp.500.000,-

Rp.700.00

Rp.500.000,-

Rp.400.000,-

Rp.300.000,-

Perjalanan Kamituwo ke Kecamatan 4 (empafp.400.000,-

orang

Perj. Set. Sekretariat Desa ke Kec.3 (tiga)

orang
Biaya Operasional BPD
HR Sidang Ketua BPD6 x

HR Sidang Wakil ketua BPD 6x

HR Sidang Anggota BPD 6 x (9 orang)

Biaya rapat

Rp.300.000,-

Rp.1.080.00@00.000
- Kabupaten
480.000 Sisa
TNKD
Rp.900.000600.000
Kabupaten
300.000 sisa
TNKD
Rp.7.560.0(0400.000
- Kabupaten
2.160.000 sisa
TNKD
Rp.300.000,-



ATK
Biaya lain-lain
Kegiatan HUT RI taun 2007

Kegiatan ditingkat kecamatan
Kegiatan di tingkat Kabupaten
Kegiatan ditingkat Desa

Kegiatan di kantor Desa (Konsumsi)

Biaya Rapat Pemerintah Desa
Biaya Listrik

Biaya Telepon

Bingkisan RT/RW

Kegiatan pengurus PKK Desa

HR Ketua dan anggota LKD

Kegiatan Penataran/Pelatihan
Kegiatan pengiriman Hansip
THR Staf 3 orang

THR Kamituwo (4 orang)
THR Kepala Desa

THR Sekdes

Kegiatan Pemungutan PBB

Biaya Tak Terduga

Biaya Sidang Pembuatan Perdes

Simpan Pil wo, Tamanan & Kepek

Jumlah
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Rp.300.000,-

Rp.2.000.00GGwadaya

Rp.500.000,-
Rp.200.000,-
Rp.1.000.000,

Rp.1.500.000,

Rp.800.000,-
Rp.650.000,-
Rp.900.000,-
Rp.1.960.000Sisa TNKD

Rp.260.00(GBisa TNKD
Rp.2.100.00Gisa TNKD

Rp.300.000,-
Rp.300.000,-
Rp.720.000,Sisa TNKD
Rp.960.000,Sisa TNKD
Rp.480.000,Sisa TNKD
Rp.360.000,Sisa TNKD
Rp.4.000.00BBHTB

Rp.2.671.582,

Rp.1.500.000,

Rp.2.000.000,

Rp.104.10258
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Sumber : Sekretaris Kantor Desa Kauman.

Rekapitulasi Dana Alokasi Dana Desa

1. Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 65.000@ Dasar
penerimaan tersebut mengacu pada keputusan BupatoN261. Tahun
2006, tentang penetapan penggunaan Alokasi Dana. Dé&sputusan
tersebut antara lain ; Pemerintah Desa mendapst saebanyak 30%,
dana tersebut sebanyak 70% digunakan sebagai pegiyban mayarakat.
Maka dengan keputusan bupati tersebut dapat dikabasesuai dengan
kesepakatan BPD, Aparat Desa, lembaga Desa sé&wh toasyarakat

Desa kauman. Di antaranya sebagai berikut ;

1. Pemerintah Desa Kauman dana 30% x 65.000.000 9B0@.000,-

Perincian penggunaan :

- Pemerinta Desa =55% x Rp 19.500.000 = Rp100800.
- LKD = 20% x Rp 19.500.000 = Rp 4000.000
-BPD = 25% x Rp 19.500.000 = Rp 5000.000

2. Pemberdayaan Masyarakat Desa 70% X Rp65.0D6.8p45.500.000,-

Perincian penggunaan :
- Pembangunan = 62% x Rp 45.500.000 = Rp 28.280.0
- Pemberdayaan = 38% x Rp45.500.000 = Rp 170060.

3. Sumber dari Kas Desa 50% = Rp 8.000.000

Perincian penggunaan :
- Pembangunan, pasang paving masjid AL.Fatah  3.&0.000
- Perawatan Jin. Dukuh Tamanan = Rp 1000.000

- Pengaspalan Jin Trunojoyo Sejeruk =Rp 4.@m.0
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Pada tahun 2006 pemberian Alokasi Dana Desa Yiahpdt pada Desa
kauman sebesar Rp 50.000.000 (Lima puluh juta Injipizalam tahun 2007
Alokasi Dana Desa dari Pemerintah sebesar Rp 6B00QEnam puluh lima juta
rupiah)

1. Pembahasan kendala Pengelolaan Alokasi Dana DesaOB) Dalam
Kerangka Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB&)Sesuai dengan
peratuaran yang telah disepakati antara Badan RésweDesa (BPD) dengan
Perngkat Desa serta tokoh masyarakat Desa Kaaudsam pembahasan
rencana pembangunan Desa Kauman menetapkan keplkesatusan sebagai
berikut :

(1) Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan
(Pengaspalan ,11. Wali Songo Dukuh Banyuarum) ukura
Panjang : 1000 M, Lebar : 3 M dengan dana sebepar R
58.098.000,- (Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Rulu
Delapan Ribu Rupiah).

(2) Kebutuhan dana untuk melaksanakan Program Pembangun
Desa

(3) Sumber dana untuk melaksanakan proyek sebagiamana d
maksud dalam nomor (2) ini diperoleh dari :

a. Bantuan Pemerintah (ADD/K) Rp.21.4810,-

b. Kas Desa Rp. 3.750.000,-

c. Bantuan Pemerintah Kabupaten (Aspal)
Rp.,12.622.500,-

d. Swadaya Masyarakat
Rp.20.245.500,-

Jumlah Rp.58.098.000
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(1) Pelaksanaan Pembangunan perbaikan saluran dan Re&mnbu
rabatan JI.R, Patah dengan ukuran panjah@0 meter
lebar : 1,5 meter tebal : 0,05 meter dengan darnzes® Rp.
3.920.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Dua PuluhuRRbipiah).

(2) Kebutuhan dana untuk Pembangunan Prasarana Pergaibun

(3) Sumber dana untuk melaksanakan kegiatan sebagadnaraksud dalam
Pembangunan Prasarana Perhubungan

ini diperoleh dari :

a. Bantuan Pemerintah (ADD/K) Rp. 2.820.000,-

b. Kas Desa Rp. -

c. Swadaya Masyarakat Rp. 1.100.000,-
Jumlah Rp. 3.920.000,-

(1) Dana Swadaya Masyarakat Desa untuk Pembangunardas
perhubungan (pengerasan jalan di Dukuh Merbot)sseb®p. 460.000,-
(Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

(2) Kebutuhan dana untuk Pembangunan Prasarana pegarbun

(3) Sumber dana untuk melaksanakan kegiatan sebagadnareksud dalam

nomor (2) ini diperoleh dari :

a. Bantuan Pemerintah (DSD/K) Rp.

b. Kas Desa Rp. -

c. Swadaya Masyarakat Rp. 460.000,-
Jumlah Rp. 460.000,-

1. Dana Swadaya Masyarakat Desa untuk Pembangunanar&@mas
perhubungan (pengerasan jalan di Dukuh Sejeruk)esseb Rp.
560.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
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2. Kebutuhan dana untuk Pembangunan Prasarana pedarbun
3. Sumber dana untuk melaksanakan kegiatan sebagaihamksud

dalam nomor (2) ini diperoleh dari :

a. Bantuan, Pemerintah (ADD/K) Rp. -

b. Kas Desa Rp. -

c. Swadaya Masyarakat Rp.560.000,-
Jumlah Rp. 560.000,-

(1) Dana Swadaya Masyarakat Desa untuk PembangunasarBrea
perhubungan (pengerasan jalan di Dukuh Tengah) sseb&p.
660.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

(2) Kebutuhan dana untuk Pembangunan Prasarana peratun

4. Sumber dana untuk melaksanakan kegiatan sebagaihamksud

dalam nomor (2) ini diperoleh dari :

a.Bantuan, Pemerintah (ADD/K) Rp.

a.Kas Desa Rp. -

a.Swadaya Masyarakat Rp. 660.000,-
Jumlah Rp. 660.000,-

(1) Dana Swadaya Masyarakat Desa untuk PembangunararBnas
perhubungan (pengerasan jalan di Dukuh TamanangssebRp.
960.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

(2) Kebutuhan dana untuk Pembangunan Prasarana perartun

a.Bantuan, Pemerintah (ADD/K) Rp.
b. Kas Desa Rp. -
c. Swadaya Masyarakat Rp. 960.000,-
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Jumlah Rp. 960.000,-

(1) Dana Swadaya Masyarakat Desa untuk PembangunamarBnas
perhubungan (pengerasan jalan di Dukuh Kepek) seb&p.
4.710.000.,- (Empat Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribpi&h

(2) Kebutuhan dana untuk Pembangunan Prasarana pergarun
Bantuan, Pemerintah (ADD/K) Rp.

b. Kas Desa Rp. -
c. Swadaya Masyarakat Rp. 4.710.000,-
Jumlah Rp. 4.710.000,-

(3) Sumber dana untuk melaksanakan kegiatan sebagadnareksud dalam
nomor (2) ini diperoleh dari :

a. Bantuan, Pemerintah (ADD/K) Rp.

b. Kas Desa Rp. 3.750.000,-

c. Swadaya Masyarakat Rp. 960.000,-
Jumlah Rp. 4.710.000,-

(1) Bantuan Dana Alokasi Dana Desa/Kelurahan u@pkrasional
Kegiatan Rutin
Pemerintahan Desa sebesar Rp. 6.800.000,- (EnarD&lapan
Ratus Ribu Rupiah)
(2) Kebutuhan dana untuk Operasional Kegiatan Rutindfi@etahan Desa

sebagaimana dimaksud dalam nomor (1) ini adaladgse berikut :

Pemeliharaan Kantor Rp.400.000,-
Pengadaan ATK Rp.495.000,-
Pengadaan Sarana Kerja (Meja Kantor) Rp.1.800.000,-

Pengadaan sepatu dinas Kepala Desa dan Rp.1.445.000,-
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Perangkat Desa

5.  HR Penanggung Jawab ADD/K Rp.760.000,-
6. HR PJOK Rp.700.000,-
7. HRPJAK Rp.700.000,-
8. Musbangdes Rp.300.000,-
9. Lomba Desa Rp.200.000,-
Jumlah Rp.6.800.000,-
(3) Sumber dana untuk melaksanakan kegiatan sebagaidnana
maksud dalam nomor (2) ini diperoleh dari :

a. Bantuan Pemerintah (ADD/K) Rp. 6.800.000,-

b. Kas Desa Rp. -

c. Swadaya Masyarakat Rp. -

Jumlah Rp. 6.800.000,-
9

(1) Bantuan Dana Alokasi Dana Desal/Kelurahan untuk ®&iay
Operasional Lembaga Kemasyarakatan, Desa (LKDgsa Rp.
2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

(2) Kebutuhan dana untuk Operasional Lembaga Kearakptan Desa
(LKD) sebagaimana dimaksud dalam nomor (1) iralad sebagai
berikut :

1. Pengadaan ATK Rp.150.000,-
2. Penyustinan perencanaan Rp.910.000,-
3. Biaya rapat Rp.1.440.000,-

Jumlah Rp.2.500.000,-

(3) Sumber dana untuk melaksanakan kegiatan sebagaidnanaksud
dalam nomor (2) ini diperoleh dari :
a. Bantuan Pemerintah (ADD/K.) Rp. 2.500.000,-
b. Kas Desa Rp. -
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c. Swadaya Masyarakat Rp. -

Jumlah Rp. 2.500.000,-

10

(1) Bantuan Dana Alokasi Dana Desa/Kelurahan untuk 8iay

Operasional Badan Perwakilan Desa (BPD) sebesa8.800.000,-
(Tiga Juta Rupiah)

(2) Kebutuhan dana untuk Operasional Badan PerwakiEsa@BPD)
sebagaimana

dimaksud dalam nomor (1) ini adalah sebagai bierik

1. Pengadaan ATK

Rp.90.000,-

2. Biaya rapat Rp.1.110.000,-
3. Kunjungan kerja ke Dukuh dalam rangka Rp.1.800.000,-
Jumlah Rp.3.000.000,-

(3) Sumber dana untuk melaksanakan kegiatan sebagaidnanaksud
dalam nomor (2) ini diperoleh dari :

a. Bantuan Pemerintah (ADD/K.)

Rp. 3.000.000,-
b. Kas Desa Rp. -
d. Swadaya Masyarakat Rp. -
Jumlah Rp. 3.000.000,-

11

(1) Bantuan Dana Alokasi Dana Desa/Kelurahan untuk &san Buku

Profil Desa  dan Pendataan sebesar Rp. 250.(ID0a Ratus Lima

Puluh Ribu Rupiah)

(2) Kebutuhan dana untuk Pengadaan Buku Profil DesdPeadataan

sebagaimana dimaksud dalam nomor (1) ini adadahgai berikut :



83

1. Pengadaan Buku Profil Desa dan Pendapatan RPM®RO

Jumlah Rp.250.000,-

(3) Sumber dana untuk melaksanakan kegiatan sebagaidnanaksud
dalam nomor (2) ini diperoleh dari :

a. Bantuan Pemerintah (ADD/K.) Rp. 250.000,-
b. Kas Desa Rp. -
c. Swadaya Masyarakat Rp. -

Jumlah Rp. 250.000,-

12
(1)Bantuan Dana Alokasi Dana Desa/Kelurahan untuk B Blakti
Gotong Royong sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Rifpiah)
(2) Kebutuhan dana untuk Bulan Bakti Gotong Royong geinaana
dimaksud dalam
nomor (1) ini adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan Bulan Bakti Gotong Royong Rp.200.000,-

Jumlah Rp.200.000,-

(3) Sumber dana untuk melaksanakan kegiatan sebagaidnanaksud
dalam nomor (2) ini diperoleh dari :

a. Bantuan Pemerintah (ADD/K.) Rp. 200.000,-
b. Kas Desa Rp. -
c. Swadaya Masyarakat Rp. -

Jumlah Rp. 200.000,

13
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(1) Bantuan Dana Alokasi Dana Desa/Kelurahan unRéningkatan
Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Aparat Pemerintah
Desa/Kelurahan sebesar Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ripiah)

(2) Kebutuhan dana untuk Peningkatan Sumber Dayaukla (SDM)

bagi Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimamakdud dalam

nomor (1) ini adalah sebagai berikut :

1. Biaya Peningkatan Sumber Daya Manusia Rp.500.000,-
(SDM) bagi
Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan
(Pelatihal
Jumlah Rp.500.000,-

(3) Sumber dana untuk melaksanakan kegiatan sebhagaidi maksud
dalam nomor (2) ini diperoleh dari :

a. Bantuan Pemerintah (ADD/K.) Rp. 500.000,-
b. Kas Desa Rp. -
c. Swadaya Masyarakat Rp. -

Jumlah Rp. 500.000,-

14

(1) Bantuan Dana Alokasi Dana Desa/Kelurahan untukaiagrjalanan
dinas bagi Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan seligsat.000.000,-
(Satu Juta Rupiah)

(2) Kebutuhan dana untuk perjalanan dinas bagi Apammndrintah
Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam nomor ifi)adalah
sebagai berikut :

Biaya untuk perjalanan dinas bagi Aparat BRI R

Pemerintah Desa/Keluraha

Jumlah Rp.1.000.000,-




85

(3) Sumber dana untuk melaksanakan kegiatan sebhagaidi maksud

dalam nomor (2) ini diperoleh dari :

a. Bantuan Pemerintah (ADD/K.) Rp. 1.000.000,-
b. Kas Desa Rp. -
c. Swadaya Masyarakat Rp. -

Jumlah Rp. 1.000.000,-

15

(1) Bantuan Dana Alokasi Dana Desa/Kelurahan untuk aikmn-lain
pengeluaran Rutin serta yang dipandang perlu damDesak sebesar
Rp. 750.000,-(Tuju Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

(2) Kebutuhan dana untuk Pembangunan Prasarana pedarbun

sebagaimana dimaksud dalam nomor (1) ini adsedlagai berikut :

1 Biaya untuk Pelaksanaan administrasi Rp.750.000,-
Pemerintah De:
Jumlah Rp.750.000,-

(3) Sumber dana untuk melaksanakan kegiatan sahagaidi maksud
dalam nomor (2) ini diperoleh dari :

a. Bantuan Pemerintah (ADD/K.) Rp. 750.000,-
b. Kas Desa Rp. -
c. Swadaya Masyarakat Rp. -

Jumlah Rp. 750.000,-

16
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(1) Bantuan Dana Alokasi Dana Desa/Kelurahan ped@yaan manusia
di bidang pendidikan masyarakat sebesar Rp. 1.800(Batu Juta
Empat Ratus Ribu Rupiah)

(2) Kebutuhan dana untuk Pembangunan Prasaranhulpergan
sebagaimana dimaksud dalam nomor (1) ini adaddhgai berikut :

1. Membantu pendidikan TK, 7 Rp.1.400.000,-
TPQ Desa Kauman @ Rp.
200.000,-
Jumlah Rp.1.400.000,-

(3) Sumber dana untuk melaksanakan kegiatan sabhagaidi maksud
dalam nomor (2) ini diperoleh dari :

a. Bantuan Pemerintah (ADD/K.) Rp. 1.400.000,-
b. Kas Desa Rp. -
c. Swadaya Masyarakat Rp. -

Jumlah Rp. 1.400.000,-

17

(1) Bantuan Dana Alokasi Dana Desa/Kelurahan untukablagang seni
budaya sebesar Rp. 1.500.000,-(Satu Juta Lima FRRabusRupiah)

(1) Kebutuhan dana untuk bidang seni budaya sebagaimdimaaksud
dalam nomor (1) ini adalah sebagai berikut :

1. Perawatan reog Desa Rp.500.000,-
2. Kegiatan HUT RI ke 61 th 2006 Rp.500.000,-
3. Kegiatan Karawitan PKK Desa Rp.500.000,-

Jumlah Rp.1.500.000,-

(3) Sumber dana untuk melaksanakan kegiatan sehagaidi maksud
dalam nomor (2) ini diperoleh dari :

a. Bantuan Pemerintah (ADD/K.) Rp. 1.500.000,-
b. Kas Desa Rp. -

c. Swadaya Masyarakat Rp. -
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Jumlah Rp. 1.500.000,-

18

(1) Bantuan Dana Alokasi Dana Desa/Kelurahan untuk ebikgsehatan
masyarakat sebesar Rp. 900.000,-(Sembilan RatusRRipiah)

(2) Kebutuhan dana untuk kesehatan masyarakat sebagairdanaksud
dalam nomor (1) ini adalah sebagai berikut :

1 Kegiatan kebersihan lingkungan RT (36 RT) @ Rp.900.000,-
Rp. 25.000,-
Jumlah Rp.900.000.-

(3) Sumber dana untuk melaksanakan kegiatan sebhagaidi maksud
dalam nomor (2) ini diperoleh dari :

a. Bantuan Pemerintah (ADD/K.) Rp. 900.000,-
b. Kas Desa Rp. -
c. Swadaya Masyarakat Rp. -

Jumlah Rp. 900.000,-

19

(2) Bantuan Dana Alokasi Dana Desa/Kelurahan untukamgningkatan
peranan gender dan pemberdayaan institusi lembagayarakat
sebesar Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah)

(2) Kebutuhan dana untuk peningkatan peranan gendepeaberdayaan
institusi lembaga masyarakat sebagaimana dimaéalasn nomor (1)
ini adalah sebagai berikut :

1. Rp.500.000,-

Penyuluhan tentang KDRT

Jumlah Rp.500.000,-
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(3) Sumber dana untuk melaksanakan kegiatan sebhagaidi maksud
dalam nomor (2) ini diperoleh dari :

a. Bantuan Pemerintah (ADD/K.) Rp. 500.000,-
b. Kas Desa Rp. -
c. Swadaya Masyarakat Rp. -
Jumlah Rp. 500.000,-
20
(1) Bantuan Dana Alokasi Dana Desa/Kelurahan untuk abikggiatan
PKK sebesar Rp. 2.500.000,-(Dua Juta Lima Ratus Rilpiah)
(2) Kebutuhan dana untuk kegiatan PKK sebagaimana kdinthdalam
nomor (1) ini adalah sebagai berikut :
1. Lanker pengurus PKK Rp.500.000,-
2. Pengadaan data PKK Rp.1.100.000,-
3. Adminstrasi PKK Rp.150.000,-

Jumlah Rp.2.500.000,-

(3) Sumber dana untuk melaksanakan kegiatan sehagaidi maksud

dalam nomor (2) ini diperoleh dari :

a. Bantuan Pemerintah (ADD/K.) Rp. 2.500.000,-
b. Kas Desa Rp. -
c. Swadaya Masyarakat Rp. -

Jumlah Rp. 2.500.000,-

21

(1) Pelaksanaan kegiatan Posyandu sebesar Rp. 4.480H)0pat Juta
Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
(1) Kebutuhan dana untuk kegiatan Posyandu sebagaimdimaaksud

dalam nomor (1) ini adalah sebagai berikut :
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Pelaksanaan Kegiatan Posyandu Dukuh Merbot  Rp.640.000,-
Pelaksanaan Kegiatan Posyandu Dukuh Sejeruk Rp.640.000,-
Pelaksanaan Kegiatan Posyandu Dukuh Tengah Rp.640.000,-
Pelaksanaan Kegiatan Posyandu Dukuh Tamanan Rp.640.000,-

Jumlah Rp.4.480.000,-

(3) Sumber dana untuk melaksanakan kegiatan sebhagaidi maksud

dalam nomor (2) ini diperoleh dari :

a. Bantuan Pemerintah (ADD/K.) Rp. 2.800.000,-

b. Kas Desa Rp. -

c. Swadaya Masyarakat Rp. 1.680.00,-
Jumlah Rp. 4.480.000,-

22

(2) Bantuan Dana Alokasi Dana Desa/Kelurahan untuk abiggiatan
Karang Taruna dan lain-lain sebesar Rp. 900.00&m(#lan Ratus
Ribu Rupiah)

(2) Kebutuhan dana untuk Kegiatan karang Taruna selnageai
dimaksud dalam nomor (1) ini adalah sebagai berik

Pembelian sarana OR Rp.900.000,-

Jumlah Rp.900.000,-
(3) Sumber dana untuk melaksanakan kegiatan sebhagaidi maksud

dalam nomor (2) ini diperoleh dari :

a. Bantuan Pemerintah (ADD/K.) Rp. 900.000,-
b. Kas Desa Rp. -
c. Swadaya Masyarakat Rp. -

Jumlah Rp. 900.000,-
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23

(2) Bantuan Dana Alokasi Dana Desa/Kelurahan untuk abigeknologi
tepat guna sebesar Rp. 200.000,-(Dua Ratus RibiaRup
(2) Kebutuhan dana untuk kegiatan bidang teknologi ttegana

sebagaimana dimaksud dalam nomor (1) ini adsghlagai berikut :

N Pengadaan TTG RERR Q00 -

Jumlah Rp.200.000,-
(3) Sumber dana untuk melaksanakan kegiatan sebhagaidi maksud

dalam nomor (2) ini diperoleh dari :

a. Bantuan Pemerintah (ADD/K.) Rp. 200.000,-
b. Kas Desa Rp. -
c. Swadaya Masyarakat Rp. -

Jumlah Rp. 200.000,-

2. Penetapan Alokasi Dana Desa dalam Anggaran Pendajaat Dan Belanja
Desa Kauman

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kadrmaann 2006 adalah
sebesar Rp. 205.672.432,- (Dua Ratus Lima Juta HRaios Tujuh Puluh Dua
Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) terdiri:dar

a. PENDAPATAN

- Penerimaan Rp. 205.672.432,-
b. BELANJA

- Belanja Rutin Rp. 100.572.432,-

- Belanja Pembangunan Rp. 105.100.000,-

Lain — lain hasil usaha Desa yang sah antara lain

a. Penyewaan tanah kas Desa
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b. Swadaya masyarakat
c. Bagi hasil
Sebagaimana telah dikemukakan demi keberhasilan rdaningkatkan
pengumpulan pendapatan agar dapat meningkatkanataegi— kegiatan
pembangunan Desa, maka fungsi tugas — pendapatanagar tercapai dengan
lebih baik sesuai dengan rencana yang telah dik@tagJntuk itu yang menjadi

pengawas dalam pendapatan Desa adalah Kepalatbssadiri.

3.1. Penyusunan Anggaran oleh Kepala Desa
Bahwa sesuai dengan Undang Undang no 32 tahun B8bwa perlu
ditetapkan anggaran penerimaan dan belanja Desa, giam penyusunannya
hendaknya dijabarkan serta diterjemahkan dalanukenilai uang atau rupiah.

Penyusunan anggaran pendapatan dari belanja Desg lyaik dapat
diwujudkan ketertiban administrasi Desa. Adapmggaran yang disusun ini
akan mencerminkan kebijaksanaan pemerintah Deda,d&dam penyusunannya
diperlukan unsur — unsur yang mempengaruhi usahasaha yang dapat

dijalankan dalam tahun anggaran dalam jurnal perban :

Keadaan Keuangan
Penerimaan Alokasi Dana Desa
Keadaan Tenaga dan Bahan — Bahan yang ada diDesa

P W NP

Penjelasan tentang Pelaksanaan APBDes tahun lahg yelah
dijalankan.

Sedangkan yang menyangkut penyusunan anggaran uhetekniknya
dapat diperhatikan hal — hal sebagai berikut :

1. menepatkan angka — angka yang digunakan apakab 8atdu Netto
yang mana lazimnya digunakan di Indonesia adatatesi Bruto.
2. Membagi anggaran, kita mengenal klasifikasi yaitu
2.a. Kilasifikasi Organik
2.b. Klasifikasi Fungsional
2.c. Klasifikasi Ekonomi
2.d. Kilasifikasi Obyek
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3. Menyebutkan jenis — jenis pos — pos yang dipahami

3.a. Pos — pos Penerimaan Pendapatan Asli

3.b. Pos — pos Pemberian dari Pemerintah Pasa®émerintah
Propinsi

3.c. Pos - pos Pemberian dari Pemerintah Kabapat

3.d. Pos — pos Penerimaan yang berasal daru8amihak Ketiga
3.e  Pos - pos Pendapatan Lain — lain

3.f. Pos — pos Penghasilan Kepala Desa daméleat,

3.g. Pos - pos Pembayaran untuk Alat — alas Tul

3.h. Pos — pos Biaya Pemeliharaan Bangunak Mésa

3.i.  Pos - pos Biaya Perjalanan Dinas

3. Pos — pos Belanja Lain — lain

3.k. Pos — pos Prasarana Pemerintah

3.I.  Pos - pos Prasarana Produksi

3.m. Pos — pos Prasarana Perhubungan

3.n. Pos — pos Prasarana Pemasaran

3.0. Pos - pos Prasarana Sosial

3.p. Pos - pos Pembangunan Lain

3.2. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Bz
Proses pengelolaan anggaran pendapatan dan Hdetsgadilaksanakan
dengan urutan — urutan sebagai berikut :

1.

Rencana Peraturan Desa mengenai APBDes disusuiKepetta
Desa.

Kemudian dibahas dalam rapat Desa dan musyawarejad
Badan Perwakilan Desa (BPD).

Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes dimustavaar
dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) untuk mencagsatian
pendapatan secara musyawarah atau mufakat.
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3. Setelah rancangan APBDes disepakati dalam rapat BRIRa
rancangan tersebut menjadi keputusan Desa dendandali
tangani oleh Kepala Desa, Ketua Badan PerwakilaaDe

4. Keputusan yang sudah ditandatangani tersebaingiti
dengan :

4.1. Daftar hadir anggota Badan Perwakilan Desa.
4.2. Risalah rapat Badan Perwakilan Desa, disampaikpadee
Bupati.

5. Dalam waktu 30 hari sejak diterimanya PeraturanaD8sipati
atau Walikota harus memberikan keputusannya diteratau
ditolak.

6. Apabila dalam 30 hari belum diterima berita mengeeaolakan
atau penerimaan APBDes yang sudah menjadi Peraleaa,
maka APBDes dianggap sah dan setelah disahkan &&wsda
dapat menerapkan Peraturan Desa tersebut untikalilakan.

Untuk lebih jelasnya proses pengelolaan APBDes tddpdat gambar
sebagai berukit :

Gambar 2

Pengelolaan Proses APBD Desa Kauman

RAPB Des
KEPALA DESA

A

RAPAT BPD

v

PERATURAN DESA
TENTANG APBDes

15 HARI

v
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BUPATI

30 HARI

v

PENGESAHAN
BUPATI

Sumber : Sekretaris Kantor Desa Kauman

3.3. Pelaksanaan Anggaran
Pelaksanaan Anggaran Keuangan sesuai dengan Urddndang Nomor
32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepesa @dalah orang yang
pertama mengemban tugas kewajiban yang beratsdjDkerena Kepala Desa
adalah penyelenggara dan penanggungjawab utadengoiPemerintahan,
Pembangunan, Kemasyarakatan dan urusan umum térrkagentraman dan

ketertiban.

Disamping itu juga Kepala Desa mengemban tugas megum mental
dimaksyrakat Desa, baik dalam bidang menumbuhkampura semangat guna
meningkatkan pendapatan diDesa yang menjadi olyelk sntuk pembangunan

dan kegiatan — kegiatan Desa agar lebih maju dan baik.

Untuk kelancaran pelaksanaan, tugas — tugas tersehias pemerintah
Desa harus memilih dan harus memiliki sumber — srpkendapatan Desa yang

dapat dikelola dan digunakan oleh Desa itu sendiri.

Hasil wawancara dengan bapak Pranyoto kepala Kiesman(tanggal 27
April 2007)

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belagga, Dperangkat
Desa juga harus mampu menggali sumber daya alag aaa di wilayah
Desa yang menjadi obyek agar supaya meningkatakdapatan hal ini
secara tidak langsung menjadi pendapatan asli Balsai dikarenakan
sumber pendapatan asli Desa cukup bagus dan dapaunjang
pelaksanaan pembangunan di Desa.
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Berdasarkan keterangan diatas pelaksanaan anggeadapatan dan
belanja Desa disusun secara kritis, kreatif daiti,teehingga kondisi yang ada

dapat digunakan secara baik dan guna meningkagg@atkn dan pembangunan.

Dalam pelaksanaan pengeluaran — pengeluaran padadiyek studi dapat
dilihat berdasarkan jumlah penerimaan atau besailnka penerimaan yang

dimiliki oleh Desa obyek studi.

Sedangkan pengeluaran keuangan Desa terdiri dageperan rutin dan
pengeluaran pembangunan, masing — msing dibagirdygdeos — pos dengan

kode anggaran sebagai berikut :
a. Pengeluaran rutin terdiri dari :

1. Belanja Pegawai

2. Belanja Barang

3. Belanja Perjalanan Dinas
4. Belanja Pemeliharaan

5. Belanja Lain — lain

b. Pengeluaran pembangunan terdiri dari

Prasarana Pemerintah
Prasarana Produksi
Prasaranan Perhubungan
Prasarana Pemasaran

Prasarana Sosial

o gk 0o DN P

Pembangunan Lain — lain.

3.4. Pengawasan Atas Realisasi Anggaran
Pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjagasagaya suatu
pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai rencana y#ig dieentukan dan dengan
adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hamba hambatan,
sedangkan hambatan — hambatan yang terjadi seg@t@ahli yang kemudian

dapat dilakukan tindakan — tindakan perbaikannya.



96

Sedangkan mengenai pengawasan atas ketentuan gomelalks anggaran
pendapatan dan belanja Desa dilakukan oleh Bup&talikota dan Badan

Pengawas Daerah Kabupaten.

3.5. Pengesahan Perhitungan Anggaran Pendapatan d&elanja Desa.
Pertanggungjawaban keuangan dalam bentuk perhiungaggaran,

penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa merupakdrkerja dari bagian

pelaksanaan keuangan Desa. Bahan - bahan pembulaananggaran

penerimaan dan pengeluaran Desa, pada hakekatmganuking kebenaran.

Jika kebenaran seperti apa yang telah dijalankakanb@agi pembukuan

harus berlakd Stelseklas “untuk penerimaan pengeluaran.

Jadi yang masuk dalam pembukuannya tindakan —kiamdgang terjadi dalam
satu tahun.
B. Pemanfaatan ADD Dan Sumber Pendapatan Desa Yaigdektik Dalam
Menunjang APBDes Bagi Pemanfaatan

1. Pemanfaatan bagi masyarakat

Sumber pendapatan Desa serta Alokasi Dana DegatEdnmembantu
dalam pelaksanaan pembangunan Desa. manfaat ddrésdana Desa serta
ADD bagi masyarakat Desa sebagai sarana dalam nkalalpembangunan
pembangunan Desa, serta melatih masyarakat untogiptekan suatu usaha
yang bantuan dana dari pemerintah Desa. AlokasaDesa juga dapat
meringankan beban masyarakat, yang biasanya paroteimber dana Desa
diperoleh dari dana swadaya masyarakat, maka akeasterbantu dengan ADD
tersebut untuk menciptakan kemandirian masyaradahdpembangunan serata
kesejahteraan Desa.
2. Pemanfaatan bagi aparat Desa

Manfaat Alokasi Dana Desa bagi aparatur pemdramdesa adalah, aparat
Desa dapat mempersiapkan APBDes secara terpé@mnena jumlah ADD sudah
diketahui sebelumnya serta menunjang fasilitadifasiyang ada di Desa seperti
gedung, alat-alat elektronik, dan lain sebagaira@atiterawat dengan baik karena
anggaran bisa diperkirakan untuk perawatan alatyateag menjadi aset Desa.

Dengan peralatan yang baik atau terawat maka parateDesa akan lebih
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meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secdesipral dalam
terwujudnya pembangunan Desa yang semakin baik.
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
1. Faktor kendala-kendala atau penghambat

Kendala-kendala yang dihadapi di pemerintahan Dik€aaman dalam
Peningkatan Sumber Pendapatan Desa Malalui Aldkasa Desa (ADD) Dalam
Menunjang Anggaran Pendapatan Dan Belanja DesaD&BB

a. Keterlambatanya pemeritah Kabupaten Ponorogamdahenyalurkan
bantuan Alokasi Dana Desa keseluruh Desa yang igdanbrogo, yang
salah satunya Desa Kauman.

b. Tidak adanya usaha-usaha atau aset Desa yamgptakan sumber dana
Desa yang mencukupi. Terbatasnya sumber pendapzghnDesa
Kauman.

c. Kurangya sosialisasi aparat pemerintahan Dedsak umenciptakan
masyarakat untuk lebih produktif.

d. Banyaknya penduduk Desa yang kurang berpendidilshinngga
menyebabkan kurang mempunyai kreatifitas untuk mpéan suatu
usaha yang lebih produktif.

2. Faktor-faktor pendukung
Faktor pendukung berjalanya Pengelolaan Alokasi aD&esa (ADD)
Dalam Kerangka Anggaran Pendapatan Dan Belanja @é¥3Des)seperti yang
dikatan oleh bapak Pranyoto Kepala Desa Kauman ;

a. Masyarakat Desa Kauman masih mempunyai jiwangotoyong, yang
dimana masyarakat saling membantu dalam pembangDaaa untuk
menciptakan kesejahteraan masyarakatnya.

b. Kinerja aparat selaku pemerintahan tingkat Desdam melayani
masyarakat diharuskan oleh kepala Desa untuk lzegebjaik mungkin.

c. Keadaan geografis Desa Kauman yang mendukungf ustha pertanian
terutama penanaman padi serta palawija, guna meampéndapatan
mayarakat yang dimana pendapatan tersebut dapmiveltasikan di
Koperasi Desa.

D. Analisa Data
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1. Peranan Alokasi Dana Desa dalam pengelolaan akaggPendapatan
Belanja Desa

a. Perencanaan Al;okasi Dana Desa dalam Anggarafapatan Dan Belanja
Desa (APBDes).

Dalam hal ini ADD bertujuan Meningkatkan penyelemg@n pemerintahan
desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan,bapgonan dan
kemasyarakatan sesuai kewenangannya. Meningkatkamarkpuan lembaga
kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaaemgenpalian pembangunan
secara partisipatif sesuai dengan potensi yang ldéaingkatkan pemerataan
pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatamieetsgi masyarakat, serta
mendorong peningkatan swadaya gotong royong mdstara

Rencana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan 8&asp, adalah suatu
hal yang wajib dilakukan dalam penyelenggaraan petaban Desa. Rencana
anggaran dan pembelanjaan tersebut guna mengefadmiasukan serta
pengeluaran yang terjadi dalam pembangunan Desand2maan anggaran dibuat
untuk mengetahui sejauh mana dana-dana keuangam Wégk membangun
sarana dan prasarana pelayanan publik serta peaybard masyarakat.
Rancangan ataupun perencanaan di bidang APBDatignnakan untuk meng
handle pengeluaran-pengeluaran dana keuangan Dedaan doembangunan.
Perencanaan Alokasi Dana Desa dalam Anggaran Paadapan Belanja Desa
suatu program yang dimana rencana bantuan dariadiottana tersebut akan
dipergunakan untuk APBDes.

b. Pembahasan Alokasi Desa Dalam Anggaran PendapataBelanja Desa

Pembahasan tentang Alokasi Dana Desa dalam megumaggaran
Pendapatan Belanja Desa merupakan suatu komitniem dembaga desa dalam
terencananya program-program atau rancangan peakldent Anggaran
Pendapatan Desa. Pembahasan tentang APBDes tersagiipayakan realisasi
yang maksimal dalam pembagunan Desa. Sebelum panet®ancangan
APBDes dilakukan hal yang terlebih dahulu adalabrémasi antara pemeritah
Desa, BPD serta masyarakat, koordinasi tersebut cegah adanya
penyelewengan-penyelewengan dan dibutuhkanya aesspdalam penggunaan

dana Desa untuk pembangunan serta pemberdayaaaraiagyDesa.
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c. Penetapan Alokasi Desa Dalam Anggaran PendapataBelanja Desa

Penetapan dari rancangan-rancangan Alokasi Dasa §#bagai Salah satu
sumber pendapatan Desa dalam pembentukan APBDegamerpada tahun
sebelumnya yaitu tahun 2006 yang dimana pada tédnsebut Desa Kauman
Pendapatan Penerimaan Rp. 205.672.432, BelanjajBé&taitin Rp. 100.572.432,
Belanja Pembangunan Rp. 105.100.000,-. Melihat gyestdn serta pengeluaran
yang lalu, maka Desa kauman yang dalam keadaamasgk@emerintah Desa
akan lebih efisien dalam bertindak untuk pembangudan pemberdayaan
masyarakat. Alokasi Dana Desa yang diterima seétibpnya tidak sama, senada
dengan hal tersebut pada hasil wawancara dengaalakdpsa bapak Pranyoto
pada tanggal 29 April 2007 mengatakan bahwa : "Ajdnhg ditrima setiap
tahunya tidak sama hal ini ditentukan oleh kebijak@emerintah daerah
Kabupaten Ponorogo. Pada tahun ini kucuran AloRasia Desa untuk wilayah
desa kauman dari pemerintah kabupaten Ponorogdased0% atau sekitar
Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah).”

Penerimaan Alokasi Dana Desa tahun 2007 Desa &awebesar Rp
65.000.000, yang dibagi untuk Pemerintahan Desaesaeb 30% dan
Pemberdayaan Masyarakat sebesar 70%. Bantuan ADDpenarintah bagi
Desa sangat rawan penyelewengan, terhindarnya lpbnganaan dana ADD
selayaknya tidak terjadi bilamana pemerintah Desaggunakan dana tersebut
secara transparasi yang bisa diketahui oleh madstara
Hasil dari sumber dana desa serta pendapatan datudn alokasi dana desa
dalam pembangunan yang seharusnya tercapai adélagas berikut :

Tabel 8

Penggunaan ADD Desa Kauman

No Uraian Jumlah

1 Penggunaan dana Desa dalam pemberdayaamp 17.260.000
masyarakat

2 | Penggunaan dan Desa dalam pembanguRan28.240.000
sarana dan prasarana Desa

3 | Penggunaan dana Desa untuk lembaga lambRpgal9.500.000
Desa serta aparat Desa

Keseluruhan dana Desa yang dipergunakan | Jumlah

Rp 65.000.000
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2. Pemanfaatan ADD Dan Sumber Pendapatan Desa ¥efif Dalam
Memnunjang Apbdes Bagi Pemanfaatan
a. Pemanfaatan Bagi Masyarakat

Manfaat dari Alokasi Dana Desa serta sumber pmatda Desa bagi
masyarakat Desa Kauman sebagai salah satu penyadgga untuk
pemberdayaan, serta pembangunan Desa. Adanya bargeda sumber
pendapatan Desa maka fasilitas-fasilitas pembarzagi pihak publik akan
terencana. Alokasi Dana Desa diharapkan mampu merpbenbinaan pada
masyarakat untuk lebih produktif dalam pertumbubkonomi masyarakat guna
pengembangan pembangunan Desa. Desa yang masygsakaempunyai
perekonomian yang tinggi maka pembangunan desalelBigincepat berkembang.
b. Pemnfaatan Bagi Aparatur Desa

Manfaat Alokasi Dana Desa dan sumber pendapataa Degi aparut Desa
sebagai pendapatan, namun pihak aparat Desa habils mementingkan
pembangunan untuk sarana dan prasarana desa uaByanakat. Pengelolaan
Alokasi Dana Desa bagi kepentingan aparat pemaérifasa harus secara
transparansi, hal ini megurangi penyelewenagn damaag seharusnya
dipergunakan untuk kepentingan seluruh masyarakesaD Dengan adanya
bantuan Alokasi Dana Desa aparat Desa menjadi ebitiah untuk melakukan
pemberdayaan pada masyarakat guna pengembangaargman Desa.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi
a. Faktor kendala-kendala atau penghambat

Kendala-kendala yang dihadapi di pemerintahan D€saman dalam

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Keranfjkggaran Pendapatan
Dan Belanja Desa (APBDesS) ;

1. Didesa Kauman pada umumnya peduduknya bekebagai petani dan
buruh tani dan dalam segi tingkat pendidikan madsar Desa Kauman bisa
dikatkan berpendidikan rendah. Kurangmya pendidigada masyarakat akan
berdampak terlambatnya pertumbuhan perekonomiara, Desdidikan rendah

masyarakat membuat pembinaan-pembinaan aparat ipgmarsulit dimengerti
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dan direalisasikan oleh masyarakat. Hal tersebutgal@batkan keterlambatan
dalam proses pembangunan Desa.

2. Terlambatnya bantuan Alokasi Dana Desa dari patab Kabupaten
menjadi masalah dalam Rancangan Anggaran Pendaf¢denja Desa.
Lambatnya bantuan Alokasi Dana Desa membuat petakribesa kurang cepat
dalam melakukan pemberdayaan masyarakat serta pgortan Desa yang telah
terencana dengan sedemikian-rupa.

3. Rendahnya aset Desa Kauman sebagai sumber pésaagpsli Desa.
Kurangnya sumber pendapatan asli Desa Kauman bpakamada selalu
kurangnya dana dalam pembangunan-pembangunan Dkgak mengatasi
kendala ini pemerintah ponorogo memiliki progranok&lsi Dana Desa yang
disusun dan direalisasikan setiap tahun anggaraal. iRl sesuai dengan
keterangan bapak Pranyoto kepala Desa Kauman paggat 3 Mei 2007:

Pemerintah daerah kabupaten Ponorgo seperti kawupatng lain di
Indonesia memberikan dana kepada desa yang dinsaraan tersebut
bernama Alokasi Dana Desa. Dana alokasi terselmgasali butuhkan
desa Kauman guna menambah pendapatan desa untaksamzkan
pembangunan desa di segala bidang
4. Kurangnya sosialisasi aparat Desa Kauman dalantigtakan masyarakat
yang produktif. Sosialisasi dari aparat Desa yamgikg ke masyarakat cenderung
membuat pasif terhadap perkembangan perekonomisa De
b. Faktor-faktor pendukung
1. Sifat jiwa gotong royong Desa masih melekat dsyarakat Desa Kauman
yang dimana masyarakat saling membantu. Sifat gotogong yang dimiliki
masyarakat Desa Kauman dapat membantu pemeriniaésen Kauman dalam
pelaksanaan pembangunan Desa yang bersifat rkerRenaan ADD sangatlah
penting bagi pembangunan desa Kauman hal ini sedelmgan wawancara
bersama bapak Pranyoto kepala Desa Kauman padgté&@Mei 2007 :

Alokasi Dana Desa serta pendapatan asli desa Kasarggatlah penting
bagi jalanya pemerintahan desa Kauman. Dana yamgliadesa selain di
peruntukan pembangunan desa secara fisik juga tk@mgzenting bagi
pemberdayaan masyarakat desa. Apalagi hal ini diwkoleh jiwa
kekeluargaan masyarakat yang masih kuat. Kami kbegshpemerintah
kabupaten bisa mengalokasikan dana yang lebih bagadesa Kauman.
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Contoh dari pembangunan pembangunan yang dilakukasyarakat Desa
Kauman secara gotong royong adalah pembangunanngegdung yang
menjadi aset Desa dan dipergunakan untuk masyarakat

2. Aparat pemerintahan Desa Kauman diwajibkan &lepala Desa bekerja
secara profesional sesuai dengan tugas pokok fuagsiAprat pemerintahan
Desa yang bekerja sesuai dengan tugas pokok fuyrgderdampak baik pada
pelayanan masyarakat yang memuaskan.

3. Letak geogrfis Desa Kauman yang mendukung dddetang pertanian.
Sektor pertanian di Desa Kauman menjadi usaha kaekan masyarakat Desa.
Hasil dari sektor pertanian Desa Kauman merupaktah satu aset dari sumber
pendapatan asli Desa. Seperti yang di kutip danvamgara dengan bapak
Pranyoto kepala desa Kauman pada tanggal 2 M&i 200

penduduk desa kauman pada umumnya mempunyai paketjasector
pertanian sehingga sector pertanian menjadi suRWBrutama bagi Desa
Kauman. Tapi PAD dari sector pertanian ini belunmya&k membantu
peningkatan sumber dana desa kauman. Pendapatadesal kauman
antara lain pungutan-pungutan administrasi dariyarakat desa, yang
dimana hal tersebut sangat kurang guna penyandalegarkauman dalam
membangun dan menjalankan pemerintahan desa. Ddrajaitu desa
kauman sangat membuthkan bantuan-bantuan danaetagrintah guna
penyelenggaraan Anggaran pendapatan dan belaga des

Sarana dan prasarana dalam bidang pertanian laldahrditemui disekitar Desa
Kauman, adanya sarana dan prasarana yang mudathasikdari pertanian akan
lebih baik. Pertumbuahan perekonomian Desa Kauayaag didominasi dari

hasil pertanaian bisa mendorong pertumbuhan ekolmsa yang dimana hasil

para petani sebagian di investasikan pada kopati@siusaha-usaha Desa.



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
Kegiatan pemerintah Desa dalam upaya peningkatamapatan desa
melalui APBDes merupakan kegiatan yang dilaksanakah pemerintah desa
dengan sasaran agar pendapatan di desa setiapsthlunmeningkat.

Kemampuan mengerahkan atau meningkatkan pendapatan desa, hal ini akan
mengefektifkan dan mengefisienkan dalam mensejahterakan masyarakat.
Untuk dapat meningkatkan pendapatan pemerintah desa tersebut, maka
dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
diusahakan untuk memperkuat pemerintah desa dapat meningkatkan
pendapatan desa guna membiayai kegiatan rutin mauun pembangunan.

Berdasarkan pada uraian-uraian bab terdahulu, mialken bab ini penulis

berusaha untuk dapat menyimpulkan urian-uraiaeleitssebagai berikut:

1. Upaya peningkatan penerimaan pendapatan pemerdgah Kauman
memlalui anggaran penerimaan dan belanja desatsdibgéuhkan untuk
pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan di Besancanaan ADD
bertujuan Meningkatkan penyelenggaraan pemerintalasa dalam
melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunann da
kemasyarakatan sesuai kewenangannya. Perencanggaran dibuat
untuk mengetahui sejauh mana dana-dana keuangam Datuk
membangun sarana dan prasarana pelayanan pulibk pgmberdayaan
masyarakat. Sebelum penetapan Rancangan APBDé&sildifa hal yang
terlebih dahulu adalah koordinasi antara pemeri@sa, BPD serta
masyarakat desa Kauman. Dalam menetapkan Rancafgggaran
Pendapatan dan Belanja Desa mengacu pada APBDes tgng
sebelumnya.

2. Manfaat dari Alokasi Dana Desa serta sumber pertdapDesa bagi
masyarakat Desa Kauman sebagai salah satu penyatayga untuk
pemberdayaan, serta pembangunan Desa memberi @@mbipada
masyarakat untuk lebih produktif dalam pertumbuhakonomi

masyarakat. Bagi aparatur Desa adalah sebagai petada tapi lebih
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penting lagi adalah untuk pembangunan sarana desagana desa Bagi
masyarakat. Akhirnya secara umum manfaat APBDesa désuman

adalah untuk kemudahan demi pemberdayaan pada mrakalaguna

pengembangan pembangunan Desa Kauman. APBDes ranupaatu

rencana kerja di desa dan dijadikan sebagai pedodamnkontrol dalam
pelaksanaan kegiatan-kegiatan di desa.

3. Beberapa faktor yang menjadi kendala Pengelolaan Alokasi Dana Desa
(ADD) Dalam Kerangka Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)
anatara lain adalah tingkat pendidikan masyarakat Desa Kauman yang
masih rendah. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah
membuat pembinaan-pembinaan aparat pemeritahan sulit dimengerti
dan direalisasikan oleh masyarakat. Lambatnya bantuan Alokasi Dana
Desa membuat pemerintah Desa kurang cepat dalam melakukan
pemberdayaan masyarakat serta pembangunan Desa yang telah
terencana dengan sedemikian-rupa. Selanjutnya adalah kurangnya
sumber pendapatan asli Desa Kauman dan kurangnya sosialisasi aparat
Desa Kauman dalam menciptakan masyarakat yang produktif.

4. Faktor pendukung Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Kerangka
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Adalah Letak geogrfis
Desa Kauman yang mendukung dalam bidang pertanian, sifat gotong
royong masyarakat Desa Kauman yang masih kuat. Hasil dari sektor
pertanian yang menjadi sumber pendapatan asli paling dominan di Desa
Kauman merupakan salah satu aset dari sumber pendapatan asli Desa
yang selanjutnya di investasikan pada koperasi atau usaha-usaha Desa.
Aparat pemerintahan Desa Kauman yang bekerja sesuai dengan tugas
pokok fungsinya mematangkan kesuksesan pelaksanaan program-
program desa.

B. SARAN
Agar penyelenggaraan peningkatan pendapatan ddahinfd’BDes dapat

berjalan dengan baik, maka penulis menyarankan :
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. Pemerintah desa harus mempunyai kualifikasi yanggti agar mampu
menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik.

. Sumber pendapatan harus tinggi agar dapat membieagatan yang
dijalankan oleh karena itu pemerintah desa haruspuanenggali potensi

dan sumber-sumber pendapatan desa.

3. Masyarakat harus peka dan mau mengikuti secarikakiiatan di desa.

. Kesadaran masyarakat akan patuh terhadap pergiaraerintahan desa
yang berlaku oleh karena peran serta dari tokobkitakasyarakat dan
alim ulama sangat diharapkan untuk mempengarula piiir kesadaran

masyarakat desa.
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